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Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

1. 

Pengelolaan Ba.rang Milik Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tohun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerab 
sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian; 

c, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ende tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

a. 
BUPATI ENDE, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Ba.rang Milik Negara/Daerah dan ketentuan 
Pasal 511 ayat (1) dan (2) Peraturnn Menteri OaJam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 tcntang Pcdoman Pengelolaan 
Barang Mllik Daerah, maka pengelolaan barang milik 
daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 

b. bahwa Peraruran Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

BUPATI ENDE 

PROVINS! NUSA TENOGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

Mengingat 

Menimba.ng 

. I 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Dacrah ini, yang dimaksud dcngan: 

1. Daerah adalah Kabupateo Ende. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

MEMtrrUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANO PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH. 

Mcnctapkan 

Dengan Persctujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE 

dan 

BUPATJ ENDE 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tabun 1958 tentang 
Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat n Dalam Wilayah 

Oaerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tcnggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lcmbarnn 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terak.hir dengan Undang 

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubaban Kcdua 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 
4. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tcntang 

Pengclolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 
5. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 19 Tahun 2016 

tcnt.ang Pcdoman Pcngelolaan Barang Milik Dacrah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 



daerah pada Pengguna Barang. I .3. 

2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende. 

3. Bupati adalah Bupati Ende. 
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende. 
6. Sekretaris Daerah adalah Selactaris Daerah Kabupaten Ende. 
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang sclanjutnya discbut Pengelola Barang 

adalah pejabat yang berwenang dan bcrtanggung jawab melakukan 
koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ende selaku Pengguna Barang. 

9. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara adalah Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lclang Kupang. 

10. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah sclaku Kuasa Pengguna 
Barang. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende. 

12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

13. Pejabat Pcnatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Ende yang mempunyai fungsi pengelolaan barang 
milik daerah sclaku pcjabat pcngelola keuangan daerah, 

14. Pengguna Barang Milik Daerah yang sclanjutnya disebut Pengguna Ba.rang 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan ba.rang milik daerah. 

15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang sclanjutnya disebut sebaga.i 
Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk 
oleh Pengguna Barang untuk mengguna.kan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

16. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan 
fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

17. Pengurus Barang Milik Dae rah yang selanjutnya disc but Pengurus Barang 
adalah Pejabat dan/atau Jabatnn Fungsional Umum yang diserahi tugas 
mengurus barang daerah. 

18. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas meoerima, 
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada 
Pejabat Penatausahaan Barang. 

19. Pengurus Sarong Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi 
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik 
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32. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang 
daerah dan jasa, 

Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit 

yang ada. 
27. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikasi keahlian 

pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. 
28. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang 

ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa clan menerima basil 

pekerjaan. 
29. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiata.n yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian. 

30. Perencana.a.n Kebutuhan adalah kegiatan merumusknn rincian kebutuhnn 
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 
lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan 
tindakan yang akan datang. 

31. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan bamng milik daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

25. 

24. 

23. 

21. 

22. 

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 

barang milik dacrah pada Pengelola Barang. 
Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan adrninistrasi maupun tcknis penatausahaan 

barang milik dacrah pada Pengguna Barang. 
Pengurus Barang Pembantu adalah Pejabat yang cliserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah. 
Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD atau ditetapkan oleh PA 

untuk menggunakan anggaran. 
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jnsa. 

26. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit organisasi pemerintah 
daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Perangkat 

20. 
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42. 

barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 

bangunan dan/atau sa.rana bcrikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan 

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, 

untuk sclanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ a tau 

sarana bcrikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu. 

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan 

barang milik daerah bcrupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai 
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut 

dalarn jangka waktu tcrtentu yang disepakati. 

Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah 

kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan 

in!rastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

43. 

40. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 

pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber 

pembiayaan lainnya. 

41. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BOS adalah pemanfaatan 

37. 

36. 

33. 

35. 

. . an barang rnilik 
Penyaluran adalah kcgiatan untuk mcnyalurkan/penginm 

dacrah dari gudang kc unit kerja pemakai. 
. an dila.kukan agar semua 

n Jiharaan adalah kegiatan at.au tindakan Y g 
..-cmc . di na.kan secara 
barang dacrah scJalu dalam kcadaan baik dan siap untuk gu 

berdaya guna dan berhasil guna. 

dalah keziatan tindakan pengendalian do.lam pengurusan 
Pengamanan a ,.. . 
barang daerah sclalu dalarn bcntuk fisik, administratif dan tindakan upaya 

hukum. dal 
Pcnggunaan adalah kegiatan yang dilakukan olch Pengguna Barang am 

mcngelola dan mcnatausahakan barang milik daearah sesuai dengan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mcngubah status 

kepemilikan. 
38. Scwa adalah pemanfa.e.tan barang milik daerah oleh piha.k lain dalam jangka 

waktu tcrtcntu dan menerima imbalan uang tunai. 

39. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah 
pusat dan pemcrintah daerah atau antar pernerintah daerah dalam jangka 

waktu tcrtcntu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tcrsebut 

bcra.khir diserahkan kembali kepada pengelola barang. 

34. 
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50. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kcgunaan 
bo.mng milik daerah. 

51. Pcnghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 
barang dcngan mcncrbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untu.k 
membebaskan Pengclola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang 
yang berada dalam penguasaannya 

52. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pcmbukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan 
pcraturan pcrundang-undangan. 

53. Inventarisasi adalah kcgiatan untuk mclakukan pendataan, pcncatatan, dan 
pclaporan hasil pcndataan barang milik daerah. 

54. Dokumen kepcmilikan adaJah dokumen sah yang merupakan bukti 
kepemilikan atas barang milik daerah. 

55. Daftar barang milik daerah adalah daflar yang memuat data scluruh barang 
milik daerah. 

56. Daftar barang pcngguna adalah daflar yang memuat data bamng milik 
daerah yang digunakan oleh masing-masing Pcngguna Barang. 

47. 

45. 
46. 

44. 
· di · gkat PJPK Pcnanggung Jawab Proyck Kcrjasama yang seJanJutnya rsm 

'Jik 
adalah Mcntcri/Kepala Lembaga/Kcpala Daerah, atau badan usaha rru 
ncgara/badan usaha milik daerah sebagai pcnyedia atau penyclenggara 

infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 
Pcnjualan adalah pengalihan kepcmilikan barang milik daerah kepada pihak 

lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 
Tu.kar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar 
pemerintah daerah, atau antara pemcrintah dacrah dengan pihak lain, 

dengan menerima penggantian ut.ama dalam bentuk barang, paling scdikit 

dcngan nilai seimbang. 
48. Hibah adalah pengalihan kepemilikan ba.rang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah dacrah, antar pemerintah daerah, atau dari pemcrintah daerah 
kepada pihak lain, tanpa memperolch penggantian. 

49. Pcnyertaan Modal Pemerinlah Oacrah adalah pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah yang scmula merupakan kckayaan yang tidak dipisahkan 
menjadi kckayaan yang dipisahkan untuk dipcrhitunglcan scbagai 
modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik 
dacrah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 
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Pasal 3 
Pengaturan pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk : 
a. memberikan oedom dal 1 I"-"' an am pe aksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah: 
b. mewujudkan tcrtib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah· ' 
c. menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan Barang Milik Daerah: dan 
d. tcrsusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggun . bkan giawa yang 

bersumber pada daftar barang milik daerah, 

yang diperlukan dalam pengelolaan 
barang milik daerah sesuai dengan ketenruan peraturan perudang-undangan. 

untuk d.imaksudkan dacrah Pengaturan pengelolaan barang milik 
menyeragamkan langkah dan tindakan 

Pasal 2 

BAB 11 

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS 

rnilik daerah dalam perencanaan penghitungan pengadaan barang 
kebutuhan. 

64. Standar Harga adalah besaran harga yang d.itetapkan sebagai acuan 
pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. 

65. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai 
acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang mllik daerah dalam 

percncanaan kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah. 

63. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan 

61. 

60. 

57. 

59. 

ilik Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang m 

daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang- 

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 

bcrdasarkan kompetensi yang climilikinya. 
Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah dan Penilai Pemerintah Daerah. 
Penilalan adalah proses kegiatan untuk memberilcan suatu opini nilai atas 
suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. 
Pihak lain adalah pihak-plhak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah 

Daerah. 
62. Rurnah Negara adalah bangunan yang dimilild Pemerintah Daerah dan 

bcrfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai 

negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 

58. 
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PasaI 6 
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagal bagian dari pcngelolaan keuangan 
daerah dan dilaksanakan secara terpisah dari pcngelolaan Barang Milik Negara. 

BAB IV 
BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 5 
pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Ruang lingkup pengaturan 

Daerah ini meliputi : 
a. barang milik dacrah; 
b. pcjabat pengclola barang milik daerah; 
c, perencanaan kebutuhan dan pcnganggaran; 
d. pcngadaan; 
e, penerimaan, penyimpanan dan pcnyaluran; 
{. penggunaan; 
g. pcmanfaatan; 
h. pcnga.manan dan pcmcliharaan; 
i. pcnileian; 
j. pcmindahtanganan; 
k. pcmusnahan; 
I. penghapusan; 
m. pcnatausahaan; 
n. pembinaan, pcngawasan dan pengendalian; 
o, pcnge!olaan barang milik daerah pada SKPD yang mcngguna.kan pola 

pcngclolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 
p. barang milik daerah berupa rumah negara; 
q. ganti rugi dan san.ksi; 
r. sengketa barang milik daerah. 

BAB ill 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
· ak akan berdasarkan asas: Pengelolaan Barang Milik Daerah dil san 

a. fungsional; 
b. kepastian hukum; 
c. transparansi; 
d. efisiensi; 
e. akuntabilitas; dan 
t. kcpastian nilai. 
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Pasal 10 
(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolo.an barang milik docroh. 
(2) Pemegang kckuasaan pcngclolaan barang milik daerah sebagaimano dimaksud 

pada ayat (1), berwcnang dan bertanggungjawab: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang 

milik daerah; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pcmeliharaan barang milik daerah; 
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; 

BABV 
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 9 
(1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang 

digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pmjaman atau diserahkan 
kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah 
Daerah. 

(2) Barang mi1ik daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat disita 
sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 
(1) Barang milik dacrah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf a, dilcngkapi dolcumen pengada.an. 
(2) Barang mi1ik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilengkapi dokumen 
perolehan. 

(3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersi!at 
berwujud maupun tidak berwujud. 

(1) Barang Milik Daerah meliputi: 
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan 
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf b meliputi: 
a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis; 
b. barang yang diperolch sebaga.i pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkelcuatan hulcum tetap; atau 
e, barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal 

pemerintah daerah. 

Pasal 7 
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(1) Sckretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud Pasal 10 ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab: 

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; 

b. meneliti dan menyetujui rcncana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 

barang milik daerah; 

c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 
daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; 

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan barang milik daerah; 

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah 

disetujui oleh Bupati atau DPRD; 

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik 

daerah; dan 

g. melakukan pcngawasan dan pcngendalian atas pengelolaan barang milik 

dacrah. 

Pasal 11 

e, mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan 

persetujuan DPRD; 
r. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan 

barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; 
g. menyetujui usul pemanfaatan baning milik daerah selain tanah dan/atau 

bangunan;dan 
h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama 

penyediaan infrastruktur. 
(3) Bupati dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dibantu oleh : 

a. sekretaris daerah selaku pengelola barang milik dacrah; 
b. kepala Perangkat Daerah yang mempunya.i fungsi pengelolaan barang 

milik daerah selaku pejabat penatausahan barang; 

c. kepala Perangkat Daerah sclaku pengguna barang; 

d. kepala unit kcrja selaku kuasa pengguna barang; 

e. pejabat penatausahaan pengguna barang; 

r. pengurus barang pengelola; 

g. pembantu pengurus barang pengclola; 

h. pengurus barang pengguna; 
i. pembantu pengurus barang pengguna; 

j. pengurus barang pembantu. 
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milik 
(2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang 

daerah selaku Pejabat Pcnatausahaan Barang scbagaimana dimaksud pada 
Pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 
a. membantu menelit.i dan memberikan pert.imbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Penge.lola 

Barang; 
b. mcmbantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawata.n barang mililc 

daerah kepada Pengelola Barang; 
c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usu! 

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang 

memerlukan persetujuan Bupati; 
d. membcrikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur 

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan 
barang milik dacrah; 

e. membcrikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan 
pemindahtanganan barang milik dacrah yang tclah disetujui oleh Bupati 
atau DPRD; 

f. membantu Pcngelola Bamng dalam pelaksanaan koordlnasi inventarisasi 
barang milik daerah; 

g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang telah discrahkan dari Pengguna Barang yang tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaman tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada 

/' 
Bupati mclalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada 
pada Pengclola Barang; 

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana 
dima.ksud pada huruf g; 

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian at.as 
pengelolaan barang milik daerah; dan 

j. menyusun laporan barang milik daerah. 
(3) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 10 ayat (3) huruf c, berwenang dan bertanggungjawab: 
a mengajukan rencana kcbutuhan dan penganggaran barang milik daerah 

bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 
b. mcngajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang 

diperoleh dari bcban APBD dan perolchan lainnya yang sah; 
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya 

untuk kcpentingan penyelcnggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
yang dipimpinnya; 
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. ilik d rah yang berada dalam e. mengamankan dan memelihara barang rru 1 ae 
penguasaannya; . ilik 

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang m 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetl.tjuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ a tau 

bangunan; 
g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Oaerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak 

lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 
h. mengajukan usu! pemusnahan dan penghapusan barang rnilik daerah; 

i, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan 

barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan 
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang penggunn semesteran 

(LBPS) dan laporan barang peogguna tahunan (LBPJ') yang berada dalam 

penguasaannya kepada Pengelola Barang. 
(4) Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 10 ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggungjawab: 

a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk unit kerja 

yang dipimpi.nnya kepada Pengguna Barang; 

b. mengajukan pennohonan penetapan status penggunaan barang milik 

daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; 

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaanya; 
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang 

dipimpinnya; 

c. mengamankan dan memelihara barang milik daearah yang berada dalam 

penguasaannya; 

f. mengajukan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 

daerah yang berada dalam penguasannya kepada Pengguna Barang; 

g. menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelcnggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang 

dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada pengguna 
barang; 

h. mengajukan usu! pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah 
kepada Pengguna Barang; 
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k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh 
Pengurus Barang Pcngguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. 

(7) Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang mcmbidangi fungsi 
pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 

i. melakukan pcngawasan dan pcngendalian atas pcnggunaan barang milik 

daerah yang berada dalam pcnguasaannya; dan 
j. menyusun dan menyampaikan Lapora.n Sarong Kuasa Pengguna 

Semesteran (LKBPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 
(LBKPI1 yang berada dalam pcnguasaannya kepada Pengguna Barang. 

(5) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan 
wewenang pcngelolaan barang milik daerah dibantu oleh Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang. 
(6) Pcjabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana climaksud pada ayat 

(5), berwenang dan bertanggungjawab: 
a. menyiapkan reneana kcbutuhan dan pcnganggaran barang milik daerah 

pada Pengguna Barang; 
b. mcneliti usulan pcrmohonan pcnetapan status pcnggunaan barang yang 

dipcrolch dari be ban APBD dan pcrolchan lainnya yang sah; 
c. mencliti pencatatan dan invcntarisasi barang milik daerah yang 

dilaksanakan oleh Pcngurus Barang dan/atau Pengurus Barang 
Pembantu; 

d. mcnyusun pcngajuan usulan pcmanfaatan dan pcmindahtanganan barang 
milik daerah bcrupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 
pcrsetujuan DPRD dan barang milik dacrah sclain tanah dan/atau 
bangunan; 

c. mengusulkan rencana pcnycrahan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepcntingan 
pcnyclcnggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 
dimanfaatkan olch pihak lain; 

f. menyiapkan usulan pcmusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 
g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh 

Pengurus Barang dan/atau Pcngurus Barang Pembantu; 
h. memberikan persctujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan 

mencrbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk 
mengeluarkan barang milik daerah dari gudang pcnyimpanan; 

i. meneliti dan memvcrifikasi Kartu Jnventaris Ruangan (KJR) setiap semester 
dan setiap tahun; 

j. melakukan verifikasi sebagai dasar membcrikan pcrsetujuan atas 
perubahan kondisi lisik barang milik daerah; dan 
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. ak d pada ayat (7) berwenang (8) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dun su 

dan bertanggungjawab: . 
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pcrtimbangan persetuJuan 

rencana kebutuhan barang milik daerah kepada dalam penyusunan 

Pejabat Penatausahaan Bamng; . 
b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pcrtimbangan persetujuan 

b tuh liharaan/pcmwatan barang dalam penyusunan rencana ke u an peme 

milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; 
c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetuiuan 

Bupati; 
d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaat.an, pemusnahan, dan 

penghapusa.n dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh 

Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan 

penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik 

dacrah; 
e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik dacrah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang telah discrahkan dari Pcngguna Barang yang 

tidak digunakan untuk kcpentingan penyclenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kcpada 

Bupati melalui Pengclola Barang; 

r. menyimpan dokumen asli kepentilikan barang milik daerah; 

g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna 
Barang; 

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik 
daerah; dan 

i. merckapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semestcmn 

dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan 
Laporan barang milik daerah. 

(9) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional 
bcrtanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kcpada Pengelola Barang 
mclalui Pejabat Pcnatausahaan Barang. 

(10) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi adrninistrasi Pengurus Barang 

Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pcngelola yang 
ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. 

(11) Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggungjawab: 

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran 
barang milik daerah; 
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barang milik daerah; 

h. menyusun laporan barang semestcran dan tahunan; 

i. menyiapkan Surat Pennintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

permintaan barang; 

j. mengajukan Surat Perrnintaan Barang (SPB) kepada Pejabat 

Penatausahaan Barong Pcngguna; 

k. mcnycrahkan barang berdasarkan Surat Perintah Pcnyaluran Barang 

(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 

I. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIRJ sernesteran dan tahunan; 
m. memberi label barang millk daerah; 

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah 
berdasarkan pengecekan fisik barang; 

o. melakukan stock opname barang persediaan; 

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan 

barang milik daerah dan mcnyimpan asli/fotokopi/salinan doku.men 
penatausahaan; 

q. melakukan rckonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 

Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan 

r. membuat laporan mutasi barang setiap butan yang disampaikan kepada 

Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat 
Pcnatausahaan Pcngguna Barang. 

(12) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (11) secara 

administratif bert.anggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara 

dan pemanfaatan 

milik daerah; 
yang berada pada 

sah; 
c. mclaksanakan pencatatan dan invcntarisasi barang 

'lik daerah d. membantu mengamankan barang rm 

Pengguna Bara.ng; 
. kan dok:umen pcngajuan usulan e, menyiap 

. dahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
pemm · milik d rah selain 
yang tidak memerlukan persctujuan DPRD dan barang 1 ae 

taneh dan/atau bangunan; 
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 

dimanfaatkan pihak lain; 
g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan pcnghapusan 

neta an status penggunaan barang b menyiapkan usulan permohonan pe P . 
. . dan roleban lamnya yang 
milik daerah yang diperoleh dan beban APBD pe 



I • 16 - 

I. 

j. mcngajukan Surat Permintaan Ba.rang (SPB) kcpada Kuasa Pengguna 
Barang; 

k. menycrahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 
(SPPBJ yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 

membuat Kartu lnventaris Ruangan (KIR) semestcran dan tahunan· 
m. rnernberi label barang milik daerah; ' 

nota 

kepada Pengelola fungsional bcrtanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 

Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 
(13) Dalam ha! mclaksana.kan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang 

Pcngguna dapat dibantu oleh Pembantu Pcngurus Barang Pengguna yang 

ditetapkan oleh Pengguna Barang. 
. b iurnlah (14) Pengurus Barang Pembantu dibcntuk berdasarkan pernm angan J 

barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompctensi dan/atau rentang 

kendali dan pcrti.mbangan objektif lainnya. 
(15) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) 

berwenang dan bcrtanggungjawab: 
a. menyiapkan dokumcn rencana kebutuhan dan penganggaran barang 

milik daerah; 

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang 

milik daerah yang diperolch dari bcban APBD dan perolchan lainnya yang 

sah; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 

d. membantu mcngamankan barang milik daerah yang bcrada pada Kuasa 

Pengguna Barang; 

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pcmindahtanganan ba.ra.ng milik dacrah bcrupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak memerlukan pcrsctujuan DPRD dan barang milik 
daerah selain tanab dan/atau bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyeraban barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang 
tidak dimanfaatkan pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pcngajuan usulan pemusnahan dan pcnghapusan 
barang milik daerah; 

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 

i. menyiapkan Surat Pennintaan Barang (SPB) bcrdasarkan 
permintaan barang; 
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Pasal 12 

(I) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang 

ada. 

(2) Ketersediaan barang milik daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau 
Pengguna Barang. 

(3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) harus dapat menccrminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada 

Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan 
RKBMD. 

(4) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun 

dengan mcngacu pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang telah 
ditetapkan. 

BABVl 

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 

penatausahaan; 
q. melakukan rckonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa 

Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan 

r. mcmbuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada 
Pcngguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setclah diteliti oleh 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang 

Pengguna. 
(16) Pengurus Barang Pcngelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang mclakukan 

kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau 
bertindak sebagai penjamin atas kegjatan/pekcrjaan/penjualan terse but yang 

anggarannya dibebankan pada APBD. 

kepada Pejabat Penatausahaan 
atas perubahan n. mengajukan permohonan persetujuan 

Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang 

kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang; 

melakukan stock opname barang perscdiaan; .. 
o. . kum tara lain: fotokopi/salinan dokumen kepcmilikan 
p. menyunpan do en, an 

barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen 
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penyusunan RKBMD. 

Pasal 14 
(1) Pcngguna Barang menghimpun usulan RK.BMD yang diajukan oleh Kuasa 

Pcngguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang 
dipimpinnya. 

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Pengclola Barang melalui Pejabat Penat.ausahan Barang. 

(3) Pengelola Barang dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus 
Barang Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan rencana 
kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang 
dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/at.au 
Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai RKBMD. 

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar 

Pasal 13 
. . ak ud Pasal 12 ayat (1), meliputi 

(1) Perencanaan kebutuhan sebagaunana dim s . dan 
lih manfaatan penu.ndahtanganan 

perencanaan pengadaan, peme araan, pe ' 
penghapusan barang milik daerah. 

dimak d ayat (1) merupakan salah 
(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana su 

satu dasar bagi Perangkat Oaerah dalam pengusulan penyediaan anggaran 
untuk kebutuhan baru (new initiative, dan angka dasar (baseline) serta 

penyusunan rencana kerja dan anggaran. . . 
(3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaunana dimaksud pada 

ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpcdoman pada: 

a. standar barang; 
b. standar kebutuhan; dan/atau 
c. standar harga. 

(4) Standar barang. standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Bupati. 

(5) Penet:apan standar kebutuhan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
dengan berpcdoman pada peraturan perundang·undangan. 

(6) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana di.rnaksud 
pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah 

teknis terkait, 
(7) Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang mcngusulkan RKBMD 

pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar 
kebutuhan. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan diatur dengan Pcraturan 
Bupati. 
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Pasal 17 

(I) Dalam hal sctelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat, 

pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan 
penyediaan anggara.n angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan 
dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan 
mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam 
dan gangguan keamanan skala besar. 

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan 
dengan pcnyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMO tahun berilcutnya. 

Pasal 16 

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMO. 
(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan scbelum 

penyusunan perubahan APBD. 
(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai Pasal 15 

berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD. 

jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan. 

oleh 

olch 
D elihn-<>n barang milik daerah tidak dapat diusulkan 

(1) RKBM pem ..... -. 
Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang terhadap: 
a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat; 

sementara· b. barang milik daerah yang sedang daJam status penggunaan • 
c. barang milik daerah yang sedang dalam status u.ntuk dioperasikan 

pihak Jain; dan/atau 
d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek pernanfaatan. 

(2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara 

barang milik daerah. 
(3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalarn bentuk pinjam pakai dcngan 

Pasal 15 

digunakan oleh 
(S) RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Baran& . 

K a dan Anggaran 
Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana eJJ 

Perangkat Daerah. 



I -20- 

(3) Apabila pcmeriksaan barang/jasa memerlukan kcahlian khusus, dapat 
dibentuk tirn/tenaga ahli yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, 

Pasal 22 
(I) Rcalisasi pclaksanaan pengadaan barang milik daerah scbagaimana dirnaksud 

dala.m Pasal 21, dilakukan pemcriksaan oleh Panilia/Pejabat Pencrima Hasil 
Pekerjaan. 

(2) Panitia/ Pejabal Pcnerima Hasil Pekcrjaan scbagairnana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh PA. 

Pasal 21 
Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 
Pengadaan bamng milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 
dilaksanakan oleh organisasi pengadaan yang terdiri alas : 

a. PA/KPA; 
b. PPK; 
e, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Pejabal Pengadaan; atau 
d. Panitia/Pejabal Penerima Hasil Pekerjaan. 

Pasal 19 
Pengadaan barang rnilik daerah dilakso.nakan berdasarkan prinsip efisien, efcktif, 

transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. 

BAB VII 

PENGADMN 

Pasal 18 

Kctentuan Jebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan 
dan penganggaran barang milik daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 12 

dan 13 diatur dengan Peraturan Bupo.ti. 

. a.kan oleh Pengclola 
(4) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) d1gun 

Barang scbagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahnn atas 

R.KBMD yang disa.mpaikan oleh Pengguna Barang bersanglcutan pada APBD 

Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran 

berikutnya 
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Pekerjaan dengan membuat Serita Aca.ra Serah Tcrima Hasil Pekerjaan. 

Pasal 25 
(1) Hasi.l pengadaan barang milik daerah, baik barang bergerak maupun barang 

tidak bergerak diterima oleh Kepala Perangkat Daerah, kemudian dilaporkan 
kepada Bupati untuk ditetapkan pcnggunaannya. 

(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
melalui pcmeriksaan dan pengujian olch Penitia/Pcjabat Penerima Hasil 

Pasal 24 
(I) Pcmcrintah Daerah menerima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf e dari pemcnuhan kewajiban pihak ketiga bcrdasarkan perjanjian 
dan/atau pclaksanaan dari suatu pcrizinan tcrtentu. 

(2) Bupati dapat mencrima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, 
hibah, wakaf dan pcnycrahan dari masyarakat. 

(3) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dcngan 
dokumcn kcpemilikan/pcnguasaan yang sah. 

(4) Pcngelola atau pcjabat yang ditunjuk mencatal, mcmantau dan aktif 
melakukan pcnagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2). 

(5) Hasil pcnerimaan sebagirnana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat dalam 
daftar barang miik daerah. 

Begian Kesatu 
Pcnerimaan 

BABVJU 
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN 

Pasal 23 
· h il pengadaan barang milik (1) Pcngguna Barang wajib menyampaikan laporan as 

. 8 milik daerah untuk daerah kepada Bupati melalui Pcngelola arang · 

ditetapkan status pcnggunaannya. 
(2) Laporan hasil pcngadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilcngkapi dokumen pengadaan barang millk daerah. 
(3) Laporan hasil pengadaan barang millk daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tcrdiri dari laporan basil pcngadaan bulanan, semesteran dan 

tahunan. 
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(1) Status penggunaan barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 
huruJ f ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 29 

BABlX 

PENGGUNAAN 

Pasal 28 

(1) Pcnyaluran barang milik dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

olch Pengurus Barang dilaksanakan atas dasar Surat Pcrintah Pcngcluaran 

Bo.rong (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pcngguna mclalui Pcjabat Pcnatausahaan 

Pcngguna Barang discrtai dcngan Serita Acara Serah Tcrima. 

(2) Kuasa Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kcpada Pcngguna 

Barang. 
(3) Pengguna Barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kcpada Pcngclola 

Barang melaui Pcjabat Pcnatausahaan Barang. 

Bagian Kct:iga 

Pcnyaluron 

Begian Kcdua 

Penyimpanan 

Pasal 27 

(l) Hasil pengadaan barang yang ditcrima olch Pcngurus Barang Pengguna untuk 

dilakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e. 

(2) Pcngurus Sarong Pengguna sebagaimana dimaksud pads ayat (1) 

mclaksanakan rugas administrosi penerimaan dan penyimpanan barang milik 

dacrah. 
(3) Pcnerimaan barnng milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sclanjutnya disimpan dalam gudang atau tcmpat penyimpan. 

Pa.sal 26 
. di aksud dalam Pasal 25 

Panitia/Pejabat Pcnerima Hasil Pekerjaan scbagaunana un 

ayat (2) mempunyai tugas pokok dan wewenang untulc : . 
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang sesuar dcngan 

kctcntuan yang tcrcantum dala.m kontrak; 
b. mcncrirna basil pengadaan barang sctclah mclalui pemeriksaan/pcngltjian; 

dan 
c. mcmbuat dan mcnandatangani Berita Acara Scrah Tcrima Hasil Pekerjaan. 
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Pasal 32 
(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 

a. Pengguna melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya kepada 
Pengelola disertai dengan usul Penggunaan; dan 

b. Pengelola meneliti laporan dari Pengguna sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan mengajukan usu! Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan 
status penggunaannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status penggunaan 
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupat:i. 

Pasal 31 
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: 
a. barang persediaan; 
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 
c. barang yang dari awaJ pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan 
d. Aset Tetap Renovasi (ATRJ. 

Pasal 30 

Penggunaan barang milik daerah meliputi: 
a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; 
b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 

c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan 
d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh 

pihak lain. 

milik 
(2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan 

dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. 
(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah 

barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan 

nilai tertentu. 
(4) Nilai tertcntu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetaplcan oleh Bupati. 
(5) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan. 
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Pasal 36 

(1) Pengguna yang tidak menyerohkan Barang Milik Daerah bcrupa tanah 
dan/otau bangunan yang tidak digunakan untuk kepcntingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguno. sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (2) kepada Bupati, dikenakan sanksi bcrupa. pcmbekuan dana 

pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
terse but. 

Pasal 35 

(1) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah bcrupa tanah dan/atau 
bangunan dilakukan dcngon ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan 
tersebut dipcrlukan untuk kepentingan penyelcnggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna yang bersangkutan. 

(2) Pengguna wajib mcnyerahkan Barang Milik Daerah bcrupa tanah dan/at.au 
bangunan yang tidak digunakan dalam penyclcnggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna, kepada Bupati melalui Pengelola. 

(3) Dikecualikan dari ketentun.n sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila 
t.anah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunaka.n atau 
dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan olch Bupati. 

Pasal 34 

(1) Barong Milik Daera.h dapat dialihkan status pcnggunaannya dari Pengguna 
kepada Pengguna lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 

berdasarkan persetujuan Bupati, 
(2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan 

berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu membcritahukan 
maksudnya tersebut kepada Pengguna. 

Pasal 33 

(1) Barang Milik Dacrah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk 
pcnyelenggaraan tugas dan fungsi Perang.kat Daerah, guna dioperasikan oleh 

. tu d Pihak Lain dalam rangko menjalankan pclayanan umum sesuai gas an 

fungsi Perang.kat Doerah yang bersangkutan. 
(2) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunnnnnya pada 

Pcngguna dapat digunakan sementara oleh Pengguna lainnya dalam jangka 
waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik 

Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati. 
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Pasal 38 
(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh: 

a. Pengelola Barang dengan persecujuan Bupati, untuk barang milik daerah 

yang bcrada dalam penguasaan Pcngclola Barang; dan 

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pcngclola Barnng, untuk barang 

milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 

digunakan olch Pcngguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABX 

PEMANFMTAN 

Pasal 37 

(1) Bupati menctapkan Barang Milik Dacrah yang harus discrahkan oleh 
Pcngguna karena tidak digunakan untuk kepentingan penyclcnggaraan tugas 

dan fungsi Pengguna dan/atau Kuasa Pcngguna dan tidak dimanfaatkan oleh 

Pihak Lain. 
(2) Dalarn mcnctapkan penycrahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 

mcmperhalikan: 
a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk mcnyelengga.mkan 

dan mcnunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan; 

b. basil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau 

c. laporan, data, dan infonnasi yang diperoleh dari sumbcr lain. 

(3) Tindak lanjut pengclolaan atas penycrahan Sarong Milik Dacrah sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) melipuli: 

a. penetapan status penggunaan; 

b. pemanfaatan; atau 
c. pemindahtanganan. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak diguno.kan ntau tidak dimanfaatkan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut pcnetapan status 

penggunaannya oleh Bupati. 
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Pasal 40 
Bcntuk Pemanfaatan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
huruf b berupa: 
a. Scwa; 
b. Pinjam Pakai; 
c. Kerja Sama Pemanfaatan; 
d. Bangunan Gunn Scrah; 

Bagian Kedua 
Bcntuk Pemanfaatan 

Pasa139 
(1) Biaya pemel.iharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya 

pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra 

pemanfaat.an. 
(2) Biaya persiapan pemnnfaataan barang milik daerah sampai dengan 

penunjuk.kan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. 

(3) Pcndapatan daerah dari pemanfaatan barang rnilik daerah merupakan 
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum 
Daerah. 

(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barnng milik daerah dalam rangka 

penyelcnggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan 
Layanan Umum Daerah mcrupakan penerimaan dacrah yang disetorkan 
seluruhnya kc rckening kas Badan Layanan Umum Oacrah. 

(5) Pcndapatan dacrah dari pcmanfaatan barang milik dacrah dalam rangka selain 
penyelcnggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Oacrah merupa.kan 
penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya kc rekcning Kas Umum 
Dae rah. 

(6) Barang milik daerah yang mcnjadi objek pernanfaatan dilarang dijaminkan 
atau digadaikan. 

(7) Barang milik daerah yang merupakan objck retribusi dacrah tidak dapat 
dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milk daerah. 

. berd sarkon pertimbangan 
(2) Pcmanfaatan baning milik daerah dilaksanakan a 

teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. 
. tidak 

(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilalrukan sepanJan~ an 

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemenntah mengganggu 
daernh. 

(4) Pcmanfaatan barong milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan 

DPRD. 
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(I) JangJca waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak 
ditandatangani pcrjanjian dan dapat dipcrpanjang. 

PasaJ 42 

Pasal 41 

(1) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: 

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah 

diserahkan oleh Pcngguna kcpada Bupati; 
b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 

masih digunakan oleh Pcngguna; atau 
c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Sewa Barang Milik Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Sewn Barang Milik Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

huruf c dilaksa.nakan oleh Pcngguna setelah mcndapat pcrsetujuan dari 
Pengelolan Barang. 

(4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah meliputi : 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Sadan Usaha Mililc Dacrah; 
c. Swasta; atau 
d. Badan Hukum Lainnya. 

(S) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yakni : 
a. pcrorangan; 
b. pcrsckutuan perdata; 
c, persekutuan firma; 
d. persekutuan komanditcr; 
c. perseroan tcrbatas; 
f. lcmbaga/ organjsasi intemasional/ asing; 
g. yayasan; atau 
h. kopcrasi. 

Paragraf 1 

Sewa 

e, Bangunan Scrah Guna; don 
f. Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur. 
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undangan. 

(2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimann dimaksud pada ayat (l) 

dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpnnjang untuk; 

a. kerja sama infrastruktur; 
b. kcgiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih 

dari 5 (lima) tahun; atau 
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan karakteristik 

usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun scbagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas 

Sewa yang dilalrukan oleh plhak yang berkompeten. 

(4) Jangka wnktu scwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung 

berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut: 

a. per tahun; 

b. per bulan; 
c. per hari; dan 

d. per jam. 

(5) Formula tarif/besamn sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati: 

a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan 

b. untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan 

berpcdoman pada kebijakan pengelolaan barang rnilik daerah, 

(6) Pcnyewaan barang milik dacroh ditunngkan dalam perjanjian sewa yang 

ditandatangani oleh penyewa dan: 

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pcngelola Barang; dan 

b. Pengelola Ba.rang, untuk barang milik dacrah yang berada pada Pengguna 
Ba.rang. 

(7) Pcrjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian; 

b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

c, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 

d. besara.n dan jangka wnktu sewa, termasuk periodesitas sewa; 

c. tanggung jawab pcnyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan sclama 
jangka wakru scwa; 

f. peruntukan sewa, tennasuk kclompok jenis kcgiatan usaha dan kategori 
bentuk kclembagaan penyewa; 

g. hak dan kewajiban para pihak; dan 
h. ha! lain yang dianggap perlu, 

(8) Penandatanganan perjanjian scwa sebagaimana dimnksud pada ayat (1) 

dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketcntuan peraturan perundang- 
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Pasal 44 

(1) Pinjam pakai barang milik dacrah dilaksanakan antara pcmerintah pusat dan 
pcmcrintah daerah atau antar pemcrintah daerah dalarn rangka 
penyelcnggnrnan pemerintahan. 

(2) Pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana climaksud pada ayat (1) berupa 
tanah dan/atau bangunan dan sclain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan 
oleh pengelola setclah mcndapat persetujuan Bupati. 

(3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak rnerubah status 
kepemilikan barang milik dacrah. 

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik dacrah paling lama 5 (lime) tahun 
dan dapat dipcrpanjang l (satu) kali. 

(5) Pinjam Pakai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksa.nakan berdasarkan 
pcrjanjian tertulis yang paling scdik:it memuat : 
a. para piha.k yang terikat dalam perjanjian; 
b. dasar pcrjanjian; 

Pasal 43 

(1) Pinjarn pakal barang milik daerah scbagimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf 
b, dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a mengoptimalkan barang milik dacrah yang belurn atau tidak clilakukan 

penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pcngguna Barang; 

dan 
b. mcnunjang pelaksanaan penyelenggaraan pcmcrintahan daerah. 

(2) Pcminjam pak.ai dilarang untuk melakukan pcmanfaat.an atas objck pinjam 
pakai. 

Paragnlf 2 
Pinjam Pakai 

(9) Scluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa 

ditanggung penycwa. 
(10) Hasil scwa barang milik dacrah merupakan pencrimaan daerah dan 

seluruhnya wajib disetorkan kc rckening Kas Umum Dacrah. 
(11) Pcnyctoran uang sewa harus dilakukan sckaligus secara tunai paling lambat 

2 (dua) hari kerja sebelurn clitandat.anganinya perjanjian sewa barang milik 

dacrah. 
(12) Dikecualikan dari kctcntuan scbagaimaoa climaksud dalam ayat (11), 

penyctoran uang sewa barang milik daerah untuk kerja sarna infrastruktur 
dapat dilakukan sccara bertahap dengan persctujuan Pengelola Barang. 
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Pasal 46 

(1) KSP barang milik daerah dilaksanakan terhadap barang mililc daerah berupa : 
a. tanah dan/atau bangunnn yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang 

kepada Bupati; 
b. scbagaian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna 

Barang; atau 
c. selain tanah dan/atau bangunnn. 

(2) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adolah: 
a. Pengelola Barang dcngan pcrsetujuan Bupati, untuk barang milik daerah 

yang berada pada Pengelola Barang; atau 
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik 

daerah yang berada pada Pcngguna Barang. 
(3) Persetujuan Pengelola Ba.rang eebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b 

sctelah mcndapat pcrtimbangan dari Bupati, 
(4) Pihak yang dapat mcnjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Dacrah; dan/atau 
c. Swasta, kecuali perorangnn. 

Paragraf 3 

Kerja Sama Pemanfaatan 
Pasal 45 

KSP barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c 

dilaksanakan dalam rangka: 
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau 
b. meningkatkan penerimaan pcndapatan daerah. 

c. identitas para piho.k yang terknit dalam pcrjanjian; 
di • ·--1,n- danJ"angka waktu; d.jenis, luas ataujumlah barang yang plOJ"'-rn,,,..., 

e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaaJl scJama 

jangka waktu pcminjaman; 
I, hale dan kewajiban para pihak; dan 
g. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(6) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayot (5) ditandatangani 
oleh Bupati dan Peminjam pakai dan ditindaklanjuti dengan penyerahan objek 
pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada pcminjam pakni yang dituangkan 

dalam Derita Acara Scrah Terima (BA51'. 
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l.Bupati, untuk barang mili.k daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 

2.Pengelola, untuk ba.rang milik dacrah selain tanah dan/atau bangunan. 

j. Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah mcmperolch 
perserujuan Bupati. 

Pasal 47 

(1) KSP alas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
memenuhi biaya opcmsionaJ, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang 

diperlukan terhadap Barang Millie Daerah tersebut; 
b. Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah 

yang bcrsifat khusus dapat dilakukan pcnunjukan langsung; 

c, Bamng milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksudkan pada 

huru! b memiliki karakteristik: 

J. Barang yang mempunyai spcsifikasi tcrtcntu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangen; 
2. Barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti Bandar udara, 

pclabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bcndungnn/waduk; 

3. Barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasnrkan 

pcrjanjian hubungan bilateral ant.ar Negara; atau 

4. Barang lain yang ditetapkan Bupati, 

d. Penunjukan langsung mitra KSP atas Bnrang Mili.k Daerah yang bersifat 

khusus scbagaimana dimaksud pada huru! b dilakukan oleh Pengelola 

Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Ncgaro/Dacrah 

yang merniliki bidang dan/atau wilayah kerja lertentu sesuai ketentuan 

peraturan pcrundang-undangan; 

e, Mitro KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 

waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pcmbagian keuntungan 
hasil KSP kc rekening Kas Umum Dacrah; 

f. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan 
oleh Bupati; 

g. Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan pcrubahan dan/atau 

penwnbahan hasil KSP dcngan cam addendum perjanjian. 

h. Addendum pcrjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada huruf g ditujukan 

untuk menghitung kembali besa.ran kontribusi tetap dan pembagian 
keunrungan. 

i. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian kcuntungan 

sebagaimana dimaksud pada huruf h ditctapkan drui hasil perhitungan tim 
yang dibcntuk oleh: 
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e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan 
pengumpul dan/ataujaringan uta.ma, dan/atau sarana persampahan yang 
meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan; 

f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; 
g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi 

dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau 

h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, 
penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak 
dan/atau gas bumi. 

k. Dalam KSP berupa t.anah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap 

den pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya 

yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk 

sebagai objek KSP; 
1. Besaran nilai bangunan besert.a fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi 

tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada 
huruf k paling banya.k 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan 

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP; 

m. Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan dari awal pengadaannya rnerupakan Barang Milik 

Daerah; 
n. Selama jangka wa.ktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau 

menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP; den 
o. Jangka wa.ktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani dan dapat diperpanjang. 
(2) Semua biaya persiapan KSP yang tcrjadi setelah ditetapkannya mitra KSP 

dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. 
(3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf o tidak berlaku dalam hal KSP atas Barang Milik Daerah untuk 

penyediaan infrastruktur berupa: 

a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau 
danau, bandar udara, terminal; 

b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus; 

c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku 
dan/atau waduk/bendungan; 

d. infrastrulctur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, 
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air 
min um; 
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Pengguna Barang. 

Pasal 48 

(1) Pelaksanaan KSP clituangkan dalarn pcrjanjian KSP antara Bupati atau 
Pcngelola Barang dcngan m.itra KSP sctelah diterbitkan keputusan 

pclaksanaan KSP olch Bupati. 

(2) Pcrjanjian sebagaimana climaksud pada ayat (1) ditandatangani olch mitm KSP 

dan: 
a Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pcngelola Barang; atau 

b. Pengclola Barang. untuk barang m.ilik daerah yang berada pada Pengguna 

Barang. 

(3) Pcrjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling scdilcit memuat: 
a dasar pcrjanjian; 

b. idcntitas para pihak yang tcrikat dalam pcrjanjian; 

c, objck KSP; 

d. haail KSP berupa barang, jika ada; 

c. peruntukan KSP; 

f. jangka waktu KSP; 

g. besaran konlribusi tetap dan pernbagian kcuntungan serta mckanismc 

pcmbayarannya; 

h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat daJam pcrjanjian; 

i. ketentuan mcngenai bcrakhimya KSP; 
j. sanksi; dan 

k. penyclesaian pcrselisihan. 

(4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clituangkan dalam bentuk 
Akta Notaris. 

(5) Penandatanganan pcrjanjian KSP dilakukan sctclah rnitra KSP mcnyampaikan 

bukti setor pembayaran kontribusi Lctap pcrta.ma kepada Pengelola Barang/ 

(4) Jangka waktu KSP atas Barang Milik Dacrah untuk penycdiaan infrastruktur 

paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatanganl dan dapal 

diperpanjang. 
(5) Oalarn hal m.itra KSP atas Barang Milik Dacrah untuk pcnycdiaan 

infrostruktur scbagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk Badan Usaha 

Milik Ncgara/Dacrah, kontribusi tetap dan pcmbagian kcuntungan dapat 
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puJuh persen) dari hasil 

perhitungan tim scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i. 
(6) Kctcntuan lcbih lanjut mengenai besaran kontribusi tetap dan pcmbagian 

kcuntungan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dcngan 

Kcputusan Bupati. 
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Pasal 50 

Penetapan status pcnggunaan barang rnilik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan 

SGS dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penye!enggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Dacrah terkait. 

Pasal49 

(1) SGS barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d 

dilaksanaka.n dengan pertimbangan: 
a. Pcngguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelcnggaraan 

pemerintahan daerah untuk kepcntingan pelayanan wnum dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 

penyediaan bangunan dan fasilitas terscbut. 
(2) BGS barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pcngelola Barang setclah mendapat persetujuan Bupati. 
(3) Barang milik daerah bcrupa tanah yang status penggunaannya ada pada 

Pengguna Barang dan telah dircncanakan untuk penyclenggaraan tugas dan 

fungsi pengguna barang yang bcrsangkutan, dapat dilakukan bangun guna 

serah setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati. 

(4) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan olch Pengclola Barang 

dengan mcngikutscrtakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. 

(5) Pihak yang dapat meojadi mitra SGS mcliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 

c. Swasta kccuali perorangan; dan/atau 

d. Sadan Hukum lainnya. 

(6) Dalam ha! mitra BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membcntuk 

konsorsium, mitra BGS harus membcntuk badan hukum Indonesia sebagai 

pihak yang bcrtindak untuk dan atas nama mitra BGS dalam pcrjanjian BGS. 

Paragraf 4 

Bangunan Guna Serah 

. . b aaimana diroaksud 
(6) Bukti setor pembayaran kontnbus1 tetap pertama se Be.-·· 

d 1 iran yang merupakan 
pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pa a amp 

bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP. 



(5) Jangka waktu BOS m · . 
. ~ agrumana d1maksud pada ayat 141 hanya bcrlaJcu 

untuk l (satu) kah JlCIJanjian clan tidak dapat dilakukan . 
pcrpanJangan. I 

-JS- 

pulUh) tahun scjak pcrjanjian 

m. persyaratan lain yang dianggap pcrlu. 
(4) Jangka waktu BOS paling lama 30 (t.iga 

ditandatangani. 

dan fungsi 

Paul52 
(1) Pclaksanaan BGS dituangkan dalam pcrjanjian. 

(2) Pcrjanjian BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.itandata.ngani antara 
Bupati dcngan mitra BOS. 

(3) Pcrjanjian eebagaimana dimaksud po.da ayat (1) sckurang-kurnngnya memuat: 
a. dasar pcrjanjian; 

b. idcntitas para pihak yang tcrilcat dalam pcrjanjian; 
c. objck BOS; 

d. hasil BOS; 

c. pcruntukan BOS; 

f. jangka waktu BOS; 

g. besaran konlribusi tahunan serta mckanisme pcmbayaraonya; 

h. besaran basil BGS yang digunalca,n langsung untuk tugas 
Pengelola Barang/ Pengguna Barang; 

'.' hak dan kcwajiba.n para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
J. kctcntuan mcngcnlli bcn:uchimya BOS; 
k. sanksi; 

I. pcnyclesnian pcrsclisihan; dan 

Pasal 51 

(1) Pcnctapan mitra BGS dilaksanakan mclalui tender. 
(2) Mitra BGS yang telah ditctapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 

jangka waktu pcngopcrasian harus mcmcnuhi kewajiban sebagai berikut: 

a. mcmbayar kontribusi kc rekening kas dacrah sctiap tahun, yang besarannya 

ditetapkan berdasarkan hasil pcrhitungan tim yang dibcntuk oleh Bupati; 

b. mcmclihara obyck BGS; 

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau mcmindahtangankan obyck 

BOS, hasil BGS yang digunakan langsung untuk pcnyclcnggaraan tugas dan 

fungsi Pcmcrintah Dacrah; dan / atau hasil BOS; 

d. harus mcnyerahkan obyck BGS kepada Bupati pada akhir janglca waktu 

pcngopcrasia.n, setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan intern 
pernerintah. 

(3) Obyck BOS sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bcrupa setiflkat hak 
pcngclolaan barang milik dacrah. 
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Pasal 53 

(1) BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a 

dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan 

pcmerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan wnum daJam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untu.k 

penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 

(2) BSG barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada 

Pengguna Barang dan telah direncanakan untu.k penyelenggaraan tugas dan 

fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilaku.kan bangun guna 

serah setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati. 

(4) BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang 

dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. 

(5) Pihak yang dapat menjadi mitra BSO meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 

c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau 

d. Badan Hukum lainnya. 

(6) Dalam ha! mitra BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membentuk 

konsorsium, mitra BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai 

pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BSG dalam perjanjian BSO. 

Paragraf 5 

Bangunan Serah Ouna 

(7) Blaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang dibebankan 

padaAPBD. 
(8) Semua biaya persiapan BOS yang tcrjadi setelah ditetapkannya mitra BOS dan 

biaya pelaksanaan BOS menjadi beban mitra yang bcrsangkutan. 

. . . d · h il petaksanaan BOS 
(6) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian an as 

harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama 

Pcmerintah Daerah. 
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Pasal 55 

(1) Pelaksanaan BSG dituangkan dalam perjanjian. 
(2) Perjanjian BSG scbaga.imana dimaksud pada ayat (1) ditandatangaru antara 

Bupati dengan mitra BSG. 
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-k:urangnya memuat: 

a dasar perjanjian; 

b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

c. objek BSG; 

d. hasil BSG; 

e. peruntukan BSG; 

f. jangka waktu BSG; 

g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; 

h. besaran hasil BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi 

Pengelola Barang/Pengguna Barang; 

i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

j. ketentuan mengenai berakh.imya BSG; 
k. sanksi; 

I. penyelesaian perselisihan; dan 

m. persyaratan la.in yang dianggap perlu. 

(4) Jangka waktu BSG paling lama 30 (tiga puluh] tahun sejak perjanjian 
ditandatangani. 

(5) Jangka waktu BSG · · semagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 
untuk l (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan. 

(6) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BSG 

harus dilengkapi dengan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama 
Pemcrintah Daerah. 

Pasal 54 

(1) Penetapan mitra BSG dilaksanakan melalui tender. 
(2) Mitra BSG yang telah ditetapkan sebagai.mana climaksud pada ayat {I) selama 

jangka walctu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 

a. membayar kontribusi ke rekening leas daerah setiap tahun, yang besarannya 

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati; 

b. memelihara obyek BSG; dan 
c. dilarang menjaminkan. menggadai.kan atau rneminclahtangankan obyek 

BSG, hasil BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Pemerintah Daerah; dan / at.au hasil BSG; 
(3) Obyek BSG scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa setifikat hak 

pengelolaan barang milik daerah. 
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Pasal 57 

(1) KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf r, 
dilakukan dengan pertimbangan: 
a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna 

mendukung tugas dan fungsi pemerintahan; 
b. tidak tersedla atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 

penyediaan infrastruktur; dan 
c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang 

ditctapkan olch pernerintah. 
(2) Objck KSPI at.as barang milik daerah mcliputi: 

a. tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pcngguna Barang; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan pada Pengelola 

Barang/ Pcngguna Barang; atau 
c. selain tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

(3) KSPI atae barang millk daerah pada Pengelola Barang scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pcngelola Barang dengan pcrsetujuan Bupati. 

Paragraf 6 
Kerja Sama Pcnycdiaan lnfrastruktur 

Pasal 56 

BSO barang milik daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan 

dcngan tata cara : 
a. mitra BSG harus mcnyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati setelah 

selesainya pcmbangunan; 
b. hasil BSG yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai barang milik 

daerah; 
c. mitra bangun scrah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditctapkan 
dalam perjanjian; dan 

d. sctelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu 
diaudit oleh aparat pengawasan intern pemerintah scbelum pcnggunaannya 
ditetapkan oleh Bupati. 

(7) Binya pcngkajian, pcnelitian dan pcngumuman tender/lelang dibebankan 

padaAPBD. 
(8) Semua biaya persiapan BGS yang terjadi sctelah ditetapkannya mitra BSG dan 

biaya pclaksanaan BSG mcnjadi beban mitra yang bersangkutan. 
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Pasal 57 

(1) KSPI atas barang milik daerah scbagaimana d.imaksud dalam Pasal 40 huruf r, 
dilakukan dengan pertimbangan: 

a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna 

mendukung tugas dan fungsi pemerintahan; 

b. tidak tersedja atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 

penyediaan infrastruktur; dan 

c, termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

(2) Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi: 

a. t.anah dan/at.au bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Bnrang; 

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan pada Pengelola 
Barang/Pengguna Barang; atau 

c. selain tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

(3) KSPJ etas barang milik daerah pada Pengelola Barang scbagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan olch Pengclola Barang dengan persetujuan Bupati. 

Pa.ragrnf 6 
Kerja Sama Penyediaan lnfrast:ruktur 

Pasal 56 

BSO barang milik daerah sebagaimana dimaksud daJam Pasal 53 dilaksanakan 

dengan tata cara : 
a. mitra BSG harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati setelah 

selesainya pembangunan; 
b. hasil BSG yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai barang milik 

daerah; 
c. mitra bangun aerah guna dapat mendayagunakan barang rnilik daerah 

aebogaimana dimaksud pada huruf b scsuai jangka wn1rtu yang ditetapkan 

dalam perjanjian; dan 
d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu 

diaudit oleh aparat pengawasan intern pemerintah scbelum penggunaannya 

ditetapkan oleh Bupati. 

(7) Biaya pengkajian, penelitian clan pengumuman tender/lelang dibebankan 

padaAPBD. 
(8) Semua biaya persiapan BOS yang terjadi setelah ditet.apkannya mitra BSG dan 

biaya pelaksanaan BSO menjadi be ban mitra yang bersangkutan. 
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Pasal 58 
(1) KSPI ntas barang milik daerah dila.kukan antara pemerintah daerah dan 

badan usaha. 

121 Sadan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang 

berbentuk: 
a, Perseroan Terbatas; 
b. Sadan Usaha Milik Negara; 
c. Sadan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

d. Koperasi, 
(3) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama SO (lima puluh) 

tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpa.njang. 
(4) Pl::rjanjian KSPJ atas barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat: 

a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak; 
c, barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan; 

d. peruntukan pemanfaatan; 
e, hak dan kcwajiban; 
f. jangka waktu pemanfaatan; 
g. besaran penerimaan serta mekanismc pembayaran; 
h. kctcntuan mengenai berakhimya pemanfaatan; 
i. sanksi; dan 
j. penyelcsaian perselisihan. 

(5) Pcnetopan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) PJPK KSPI atas barang milik dacrah adalah pihak yang ditwtjuk dan/atau 
ditctapkan sebagai PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kcrjasama) dalam 
rangka pelaksanaan kcrja sa.ma Pcmerintah Dacrah dcngan badan usaha. 

(7) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan scbagai PJPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) mempcdomani ketcntuan perturan perundang 
undangan. 

(8) Kcwajiban rnitra KSPI yang tclah ditct.apkan, sclamajangka waktu KSPI: 
a. dilarang menjaminkan, mcnggadaikan, atau mcmindahtangankan Barang 

Milik Daerah yang menjadi objek KSPI; 
b. wajib mcmeliharo. objek KSPI dan ba.rang hasil l<SPI; dan 

sebagaimana dimaksud 
(4) KSPI atas barang milik daerah pada Pcagguna Barang . 

d persctujuan Bupati. 
pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengguna Barang engan 
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Tahapan tender meliputi: 
a. pcngumuman; 

b. pcngambilan dokumen pcmilihan; 

c. pemasukan dokumen pcnawaran; 

d. pembukaan dokumen penawaran; 
e, penelitian kualiftkasi; 

t. pemanggilan peserta calon mitra; 
g. pelaksanaan tender; dan 

h. pengusulan calon mitra. 

PasaJ 61 

Pasal 60 

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang miliJc daerah 

kepada mitra yang tcpat dalam rangka mewujudkan pemanlaatan barang milik 
daerah yang efisien, efektif, dan optimal. 

Bagian Kccmpat 

Tender 

Pasal 59 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pclaksanaan sewa, pinjam pakai, kerja 

sama pemanlaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna ba.ro.ng milik 

dacrah sebagaimana d.ima.kaud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 58 diatur 
dcngan Peraturan Bupati. 

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat 

kelebihan keuntungan yang d.ipcroleh dari yang ditentukan pada saat 

pcrjanjian dimulai. 

(9) Pcmbagian kclebihan keuntungan sebaguirnana dimaksud pada ayat (8) huruf 

c disetorkan kc Kas Umum Daerah. 

(10) Formula dan/atau besaran pcmbagian kelebihan keuntungan scbagaimana 

dimaksud pada ayat (8) huruf c ditetapkan oleh Bupati. 

(11) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan bamng hasil KSPI kepada 

Pemerintah Daerah pada saat berakhimya jangka waktu KSPI sesuai 
pcrjanjian. 

(12) Barang hasil KSPI menjadi Barang Milik Daerah sejak discrahkan kepada 
Pcmerintah Dacrah scsuai perjanjian. 

f 

.'• 
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a. peng&manan f1Sik; 

b. pengamanan administrasi; dan 
c. pcngamanan hukum. 

meliputi: 

Pasal 64 
(l) Pengelola Ba.rang Pc Baran 

• ngguna g dan/atau kuasa Pcngguna Ba.rang wajib 
melakukan peno""'""ft" baran milik' _ ......... , g daerah sebagimann dimakaud dalam 
Pasal S huruf h yang berada daJam pen guasaannya. 

(2) Pengamanan barang milik daerah ..,.M,____ . 
se~ di.ma.k:sud pada ayat (1), 

&gjnn Kesatu 
Peng&.nuu1an 

BABXI 

PENGAMANAN DAN PEMELJHARMN 

Pasal63 
Ketentuan lebih lanju1 mengcnai t.ata cara pelaksanaan peman!aatan barang milik 
daera.h sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 60 sampai Po.sal 62 diatur dengan 
Pcraturan Bupati. 

Tender dilakukan de.ngan tata cara : 
a. rencana tender diumumkan di media massa nasional sckurang kurangnya 

melaJui surat kabar harian nasional dan website pemerintah dacrah; 
b. tender dapal dilanjutkan pcla.ksanaannya aepanjang terdapat paling sedikit 3 

(tiga) peserta caJon mitra yang memasukan penawaran; 

c, dalam ha! calon mitra yang mc.masu.kan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, 
dilalcuJca.n pengumuman ulang di media massa nasional dan website 

pemerintah dacrah; dan 

d. daJam haJ aetelah pengumuman ulang : 

1. tcrdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mltra, proses dilanjutkan dengan 
mekanisme tender, 

2. terdapat 2 (duaJ peserta calon mitra, tender dinyatakan gaga] dan proses 

selanjutnya dila.kuJcan dengan mekanisme seleksi langsung; atau 
3. terdapat I (satu) peeerta calon rnitrn, tender dinyata.kan gaga! dan proses 

selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. 

Pasal 62 

.• 



I 
digunakan secara berdeya guna dan berhasil guna. 

Pasal 69 

(1) Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/ atau barang milik 

daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang. 

(2) Pengelola Barang, Pcngguna Barang den kuasa Pengguna Barang 

bertanggungjawab etas pemeliha.raan barang mllik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedornan pada Daftar 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (OKPBMD). 

(4) Tujuan dilakukan pemeliharaan ates barang milik daerah sebegaimana 

dimakud pada eyat (2) adalah untuk menjege kondisi dan memperbaiki semua 

barang milik daerah agar selalu dalam keadean baik den leyak serta siap 

Bagian Kedua 

Pemeliharaan 

Pesa! 68 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan barang milik daerah 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 67 

Bupati depat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka 
pengamanan barang milik daerah tertentu dengan memperti.mbangkan 

kemampuan keuangan daerah. 

milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan (1) Bukti kepemilikan barang 

amen. 
· bukti k mill. ikan barang milik daerah dilalcukan oleh Pengelola (2) Penyimpanan epe 

Barang. 

Pasal 66 

(l) Barang Milik Daerah 
Pcmcrintah Daerah. bukti 

berupa bangunan harus dilengkapi dengan 
121 Barang Millie Daerah 

kepernilikan ates nama Pemerintah Daerah. harus dilengkapi 

Mil .k Oaerah selain tanah dan/atau bangunan (3) Barang 1 
dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. 

disertifikatkan atas narna 
berupa tanah harus 

Pasal 65 
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(1) Pcnilaiao barang milik daerah scbagimana dimaksud dalam Pasal s huruf i, 

dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pcmcrintah daerah, 
pemanfaatan, atau pemindahtanganan. 

(2) Penllalan barang milik daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan untuk: 

a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan 
b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

(J) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca 
pernerintah daerah dilakukan dcngan bcrpedoman pada Standar Alcuntan · 
P · tah SI emenn an (SAP). 

(4) Biaya yang diperlukan dal ~1, am rangxa penilaian barang milik daerah 
dibebankan pada APBD. 

Pasal 72 

BABXll 

PENILAIAN 

Pasal 71 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan ha.rang milik dacrah 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 70 

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemelihoraan Barang 
yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar 
Hasil Perneliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang seeara berkala 
setiap enam bulan/per semester. 

(2) Pengguno Bamng atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang 
dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan 
evaJuasi meogenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah. 

(5) Dalam rangka tujuan sebagaimana di.maksud pada ayat (4), pemerintah 
. . bcl · eliharaan dalam jumlah daerah harus mempnontaskan anggaran anja pcm 

yangcukup, 
(6) Biaya pemeliharoan barang milik dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dibebanlcan pada APBO. 
(7) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pernanfaatan dengan pihak lain, 

biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra 
pemanfaatan barang milik daerah. 
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PasaJ 75 

(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mclakukan penilaian kembali dalam 
rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam 
neraea pemerintah daerah. 

(2) Pcnilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses 

rcva.luasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi 
Pcmerintahan (SAP) yang mctode penilo.iannya dilaksanakan sesuai standar 
penUa.ian. 

(3) Keputusan mcngenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah 
dllaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan 
berpedoman pada ketentuan pemerintah yang bcrlaku secara nasional. 

(4) Ketentuan pemcrintah yang berlaku sccara nasional, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 
seluruh entitas pemerintah daerah. 

PasaJ 74 

(1) Penllaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetopkan oleh 
Bupati, dan dapat melibalkan Penilai yang ditetapkan Bupati 

(2) Dalam ha! Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pcngguna tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik Daerah 
hanya merupakan nilai taksiran. 

(3) Hasil Pcnilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 73 
be tanah dan/atau bangunan dalam 

(1) Penilaian barang milik dnerah rupa 
rangka pemanfaatan atau pernindahtanganan dilakukan oJeh: 

Bupati; atau 
a. Penilai Pemerintah yang dibentuk dengan Keputusan ' 
b, Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupnti. . 

121 
Pcnilai Publik, scbagaimnna dimaksud pada ayat (1) huruJ b adalah Pe~d~ 
selain Penilai Pcmerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menJadi 

anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. 
(3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undango.n. 
(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil 

penilaian menjadi tanggungjawab Penilai. 
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Pasal 79 
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat 

persetujuan DPRD untuk: 
a. t.anah dan/atau bangunan; atau 
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 

Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah], 

Bagian Kedua 
Persetujuan Pemindahtanganan 

Pasal 78 

(1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 

pcmindahtanganan dalam bentuk hibah. 
(3) Penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 

mendapatkan nilai wajar. 

Pasal 77 
ik d rah tidak diperlukan bazi penyclenggaraan tugas (1) Barang mil ae yang o- 

pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. 
(2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: 

a. penjualan; 
b. tukar menukar; 
a. hibah; atau 
b. penyertaan modal pemerintah daerah. 

Bagian Kcsatu 
Umum 

BABXJII 
PEMINDAHTANGANAN 

. ilaian barang milik daerah djatur 
Ketentuan lebih lanjut mengcnru tata cara pen 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 76 
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Pasal 82 
Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pcgawai negcri sipil pcmerintab 
daerah yang bersangkutan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf 
c, adalah: 

a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan katcgori rumah negara/daerah 
golongan Ill; 

Pasal 81 

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pcngganti 
sudah disediakan dalam dokumen pcnganggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 79 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah 
bangunan yang berdiri di atas tanah tcrscbut dirobohkan untuk selanjutnya 
didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruk:si) sesuai dengan 
alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen pcnganggamn. 

(1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah 
atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (21 huruf a, 
dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi 
perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan pcnataan kota 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l), pcrlu dilakukan pcnycsuaian yang 
berakibat pada pcrubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut. 

Pasal 80 

discdiakan dalam dokumcn pcnganggaran; 
c. dipcruntukkan bagi pcgawai negcri sipil pemerintah daerah yang 

bcrsangkutan; 
d. diperuntukkan bagi kepcntingan umum; atau 
c. dikuasai pcmerintah daerah bcrdasarkan keputusan pengadilan yang tclah 

merniliki kekuatan hukum tetap dan/atau bcrdasarkan ketentuan 
perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipert.ahankan tidak 

layak secara ekonomis. 

sudah 

tanah dan/ atau bangunan 
(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa . 

idak merlukan persetuJuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) huruf a ti me 

DPRD, apabila: 
taan kota: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau pena • 

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti 
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Pasnl 83 

(1) Tnnah dan/otau bangunnn yang diperuntukknn bagl kepentlngnn umum 
sebngaimann dirnnksud daJnrn Pnsal 79 nyat (2) huruf d, ndalah tanoh 

dnn/atnu bangunnn yang digunnkan untuk kegiatan yang menynngkul 

kepcntingan bnngsa dnn ncgnm, rnasyarnkat funs, rnkyat bonynk/bersarna, 

don/ntnu kepentlngnn pembnngunan, termnsuk dlantarnnya kegiatan 
pcmerintnh dncmh dnlnrn Jingkup hubungnn persahabatan ant.nra 
negaro/dacrnh dcngnn negarn loin atau masynrnJrnl/lcmbaga intcmosional. 

(2) Kntegori bidnng kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayot (1) antarn lain 
sebagai bcrikut: 

a. jalnn um um termasuk nkscs jnlon sesuai pcmturan pcrundnngan; 

b. snlumn nlr minum/air bersih dnn/atD.u salurnn pembuangan air; 
c. waduk, bcndungnn dan bongunnn pengairan lainnya, termasuk saluran 

irigasi; 

d. rumah sakit umum dan pusat kcschatan masyarokat; 
e. pclnbuhan, bandar udara atau terminal; 
r. tempat ibadnh; 

g. sekolah atau lembaga pendidikan non komerslaJ 
h. pasar umum; 

i. Iasilitas pemakaman umum; 

j. Iasllltae keselamatnn umum, antara lain tanggul pcnanggu)angan bahaya 
banjlr, lahar don lain-lain beneana; 

k. sarnna dan prasaruna pos don tclekomunikasi; 

I. sarana dan pmsarana olnhraga untuk umum; 

m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk 
lembaga penyiaran publik; 

n. kanto~ pemerintnh, pemerintoh daerah, pcrwakilan negara asing, 

Perscnknt.nn Bangsa-Bangsa, dan lembngo intemnsional di bawah naungan 
Perserikntan Bnngsn-Bangaa; 

o. Iasilitas Tentara Nasional Indonesia dnn " ~cpolisian Negara Republik 
Indonesia scsuai dcngan tugas dan fungsinya; 

p. rumah susun scderhana; 

q. ternpat pembuangan sampah untuk umum· 
' r. cagar alam dan cagar budaya; 

s. promosi budoya nasional; 

I 

I 

I 
I 
I 

b. tnnnh yang mcrupnkan tanah kavling yang mcnurul perencanaan owalnya 

untuk pembangunnn perumnhnn pegawai ncgcrl sipil pemerintnh dncmh yang 
bersangkutan. 



Bagian Kctiga. 

Penjualan 
PasaJ 86 

(I) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan d · engan pertunbangan: 
a.. untuk optimalisasi barang milik daerah yang 

berlebih atau tidak digunaknn/dimanfaalkan; 

b. sccara ekonomis lebih menguntun""ft- b .• 
IY"'L'' agi do.crab apabila d .. al 

c. sebagai pclaksanaan ketcntuan IJU ; dan/atau 
peraturan perundang-undangan. I 
-48 - 

PasaJ 85 
(1) Pcmindahtangana.n barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 

bernilal sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dllakukan 

olch Pengelola Barang sctelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Pcmindahtanganan barang milik daerah sclain t.anah dan/atau bangunan yang 
bcmilal lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh 
Pengelola Bamng setelah mcndapat pcrsetujuan DPRD. 

(3) Nilai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aynt (2) merupakan nilai wajar 
untuk pemindahtanganan dalam bentuk pcnjualan, tuJcar rnenukar dan 
penyertaan modal. 

(4) Nilai scbagalmana dimaksud pada ayat (1) don ayat (2) merupakan niJai 
pcrolehan untuk peminda.htangana.n dalnm bentuk hibah. 

(5) Usu! untuk mcmperolch perserujuan DPRD sebagaimana dimaksud pa.da e.yat 
(2) diajukan oleh Bupali. 

(6) Usulan pcrsctujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
dilakulcan per tiap usulan. 

Pasal 84 

(l) Usu! untuk memperolch persctujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 aynt (1) diajukan oleh Bupati; 
(2) Pemindahtanganan barang milik do.crab berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 79 ayat (2) diJakukan oleh Pengelola 

Barang setclah mendapat persctujuan Bupati. 

t, pertnmanan untuk umum; 

u. panti sosial; 

v. lembaga pemasyarakatan; dan 
w. pembangkit, turbin, tmnsmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk 

instalasi pcndukungnya yang merupakan satu kesatuan yo.ng tidak dapat 

tcrplsahkan. 
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Posol 87 

(1) Pcnjuolnn boning mllik docrnh dilnkukan sccara lelang, kccuali dolom ha! 

tcrtcntu. 
(2) Lclong, scbagnimana dimoksud pada ayot (1) adalah penjualan bamng milik 

dneroh yang tcrbukLI untuk umum dcngnn penawaran harga secara tertulis 
dnn/otou lison yang scmokin mcningkol atau mcnurun untuk mencapal harga 

tcrtinggl. 
(3) Lelong sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan 

pengumuman lelang don di hadapan pejabat Jelnng. 
(4) Pcngccualinn dolam hol tertentu scbagoimana dimaksud pada ayat (]) 

mclipuli: 
a. Sarong milik docrnh yang bersifat khusus sesuai dcngan peraturan 

pcrundang-undangnn. 
b. Sarong milik daerah Jainnya yang ditetapkan Jcbih lanjut olch Bupati. 

(5) Barong milik daerah yang bersifot khusus, scbagoimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a adalah bamng-barang yang diotur secara khusus sesual dcngan 
kctcntunn pcmturon perundang-undangnn, antara loin yaitu: 
a. Rumah nc:gnrn golongan Ill yang dijual kc:pada pcnghuninya yang sah. 
b. Kcndaraan pc:rorangan dines yang dijual kepada: 

1. Bupati; 

2. Wakil Bupati; 

3. Montan Bupati; don 

4. Montan WakiJ Bupati. 

(6) Sarong milik dacrah lainnya, sebagaimana dimaksud pada oyot (4) huruf b 
antara lain yaitu: 

a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum; 
b. tanah kavling yang mcnurut perencanann awal pc:ngadaannyo dlgunakan 

untuk pc:mbongunan pc:rumahan pegawal ncgcri aipil pcmcrintah daerah 

Y80El bcrsang.kutan, scbagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA); 

c. sclain lanah dan/atau bangunan sebae · akiba d · 
• 001 t an keadaan kahar (foroe 

maJeure); 

d. bangunan yang berdiri di otos tonah 'hok I . .. 
. . . p1 am yang daJual kcpada ihak 

lain pernilik tanah tcrscbut; P 

(21 Bnrn111t millk dncrnh yong Lidnk dlgunnknn/dlmanfnntknn ecbngoimono 
dimoksud podn nynl (1) huruf o adalnh bnrong milik dnernh yong tidok 
digunnknn untuk kcpcntingnn pcnyclenggnrnnn tugas don fungal Perangkat 
Oocroh ntau tidnk dimnnfaatkan olch pihak loin. 



Pasal 89 

(1) Hasil penjualan barang mllik dacrah wajib disctorkan scluruhnya kc rekening 
Kas Umum Dacrah. 

(2) Dalarn hal barang milik daerah bcrada pada Badan Layanan Umum Daerah 
maka; 

a. Pcndapatan daerah darl penjualan barang milik dacrah dalam rangka. 
penyclcnggaraan pelaynnan umum scsuai dengan tugas dan fungsi Badan 
Layanan Umum Daernh mc~-t...- · • -_......, pcnenmaan daerah yang disetorkan 
seluruhnya kc rekcning kas Sadan Layanan Umum Daerah, 

b. Pendapatan daerah dari pcnjualllll baran ilik d 
g rm • aerah dalam rangka sclain 

penyclenggaraan tugas dan fungsi Badan La 
. ,Yanan Umum Dacrah 

merupakan pencrunaan daernh yang disetorkan &eluruhn 

Um= Daerah, • so. ya kc <ekenu,g 7 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Pasal 88 

(1) Dalam rangka pcnjualan barang milik dacrah dilakukan penilaian untuk 
mcndapat.kan nilai wajar. 

(2) Dikeeualikan dari kctcntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi 

pcnjualan barang rnilik daerah berupa tanah yang dipcrlukan untuk 
pcmbangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan olch 
Bupati berdasarkan pcrhitungan yang ditetapkan sesuai ketcntuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan eebagalmana 

dimaksud dalarn Pasal 73 dan Pasal 74. 
(4) Pencntuan nilai dalam rangka pcnjualan barang milik daerah sccara lelang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan dengan 
mempe.rhitungkan faktor penyesuaian. 

(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Jimit/batasan tcrcndah 
yang disampaikan kcpada Bupati, scbagal dasar penct.apan nilal limit. 

(6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) o.dalah 
harga minimal barang yang akan dilelang. 

(7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditctapkan oleh Bupati sclalru 
penjual. 

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kcmbali; 

a tau 
f. sclain tanah dan/at.au bangunan yang tidak mcmiliki bukti kcpcmili.kan 

dcngan nilai wajar paling tinggi Rpl.000.000 (satu juta rupiah) per unit, 
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Pasal 90 

(1) Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang /Pengguna Barang, meliputi: 

a. tanah dan/atau bangunan; 

b. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. memenuhi persyaratan teknis: 
b. memenubi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis Jebih 

menguntungkan bagl daerah apabila barang milik daerah dijual, karena 

biaya operasional dan pemeliharaan barnng lebih besar dari pada manfaat 

yang diperoleh; dan 

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat 

pennasalahan hukurn. 

(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain: 

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang 
wilayah; 

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/o.tau bangunan tidak dapat digunakan 
dalam rangka pelaksanaan tugas do.n rungsi penyelenggaraan tugas 
pemerintahan daerah; 

c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya 

diperuntukkan bagi pcmbangunan perumahan pegawai negeri pemerintah 
daerah yang bersangkutan; 

d. bangunan berdiri di aws tanah milik pihak lain; atau 

e, barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak do.pat dilakukan 
penetapan status pcnggunaan atau pemanfaatan. 

(4) Penjualan barang milik dacrah selain tanah dan/atau bangunan seba.gaimana 
dimaksud pada ayat I huruf b dilakukan dengan pcrsyaratan sebagai berikut: 
a. memenuhi pcrsyaratan teknis: 

b. mcmenuhi persyaratan ekonomis, ynknl secara ekonomis lcbih 

mcnguntungkan bagi pcmerintah do.crah o.pabilo. barnng milik daerah dijual, 
karena biaya operasionnl dan pcmcliharoan barang lebih beso.r daripada 
manfaat yang diperoleh; dan 

c. mem.cnuhi pcrsyaratan yuridis, yakni barang milik daernh tidak tcrdapat 
pennasalahan hukum. 

(5) Pcrsyaratan teknis scbagaimana dimaksud pada ayo.t (4) huruf o. antara lain: 
a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan "-- . . . ....,<:na rusak, dan 

tidak ckonoous epabila diperbaiki; 

J 

t 

r: 

t 
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Pasal 92 

(1) Pcnjualan barang milik daerah bcrupa kendaraan bermotor dinas opcrasional 
dapat dilaksanakan apabila tclah mcmenuhi persyaratan, yakni bcrusia paling 
singkat 10 (scpuluh) tahun. 

(2) Usia 10 (scpuluh) tahun scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pcrolehannya sesuai dokumcn 
kepcmilikan, untuk pcrolchan dalarn kondisi baru; atau 

b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pcmbuatannya scsuai dokumen 
kcpemilikan, untuk perolchan Lidak dalam kondisi baru. 

(3) Dalam hal barang milik dncrah bcrupa kendaraan bermoter rusalc berat 

den~ sisa kondisi fisik scLinggi-Lingginya 30 % (tiga puluh persen), maka 
penjualan kcndaraan bcrmotor dapat dilalcukan scbcl be . 
lahun. um rusia 10 (sepuluh) 

(4) Penjualan kcndaraan bermoto dilakukan 
. . r scbelum berusia 10 (scpuluh) tahun 

scbagaunana dimaksud pada ayat (3) bcrdasarkan surat kete . 
dari instansi yang bcrkompctcn. rangan lcrtuhs 

(51 Penjuruan kcndaraan dinas operas· al d ion an kcndaraan di 
khusus/lapang;m harus mempe h tikan mas operasional 

r a kclancaran lak 
dan/atau sudah ada ?Cn8Cantinya. pe sanaan tugas 

3 

Pasal 91 

Pcnjualan barang milik dacrah bcrupa tanah kavling yang menurut awal 

pcrencanaan pcngo.daannya dipc.runtukkan bagi pcmbangunan pcrumahan 

pcgawai ncgeri pcmcrintah daerah yang bersanglrutan dilakukan dcngan 

pcrsyaratan: 

a. pengajuan pcrmohonan pcnjualan discrtai dcngan bukti pcrencanaan awal yang 
menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pcmbangunan 

pcrumahan pcgawai negeri pemerintah daerah yang bcrsanglcutan; dan 

b. penjualan dilaksanak.o.n lnngsung kcpada masing-masing pcgawa.i negeri sipil 
pcmerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati (1 

I 
j 

I 
I 
I 

I 

b. barang milik dacrah sccara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat 

modcrnisasi; 
c. barang milik dacrah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karcna 

mengalami pcrubahan dalam spesifikasi akibat pcnggunaan, seperti terkikis, 

hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau 

d. barang milik dacrah tidak dapat digunakan dan dimanfaatlcan karena 

mengalami pcngurangan dalam timbangan/ukuran discbabkan penggunaan 

atau susut dalam pcnyimpanan atau penganglrutan. 
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Pasal 93 

(1) Pcnjualan barang rnili.k daereh bcrupa kcndaraan perorangan dinas dapat 

dilaksanakan apabila tclah memenuhi pcrsayaratan ya.kni bcrusia paling 

singkat 4 (cmpat) tahun atau lebih, sudah ada pcngganti dan tidak mcnganggu 

kclancaran pclaksanaa.n tugas. 
(2) Kcndaman pcrorangan dinas sebaga1mana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

kcndaraan pcrorangan dinas yang dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati. 

(3) Yang bcrhak membcli kcndaraan pcrorangan dinas scbagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah Bupati atau Wakil Bupati/mantan Bupati atau mantan 

Wilk.ii Bupati yang tclah mcmpunyai masa jabatan selama 4 (empat) tahun 
atau lcbih sccara berturut turut tcrhitung mulai tanggal ditct.apkan mcnjadi 

Pcjabat Negara dan bclum pcrnah mcmbcli kcnda.raan pcrorangan dinas dalam 

jangka waktu 10 (scpuluh) tahun. 

(4) Pcnjualan kcndaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditet.apkan 

dengan Kcputusan Bupati sctclah mcmpcrhatikan pcrsyaratan administrasi 

pennohonan dari pcmbcli kendaraan pcrorangan dinas. 

(5) Pcngguna Barang mcnentukan harga jual kendaraan peromngan dinas yang 

dijual kepada Pcjabat Negara/mantan Pcjabat Negara yang dilakukan tanpa 
mclalui lelang dengan ketentuan scbagai bcrikut: 

a. kcndaraan dengan umur 4 (empal) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, 
hargajualnya adalah 400A, (cmpat puluh pcrsen) dari nilai wajar kendaraan; 

b. kendaraan dcngan umur Jcbih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 
20% (dua puluh pcrscn) dari nilai wajar kcndaraan. 

(6) Pcmbayaran atas pcnjualan kendaraan pcrorangan dinas t.anpa !clang 

dilakukan dengan pcmbayaran sekaligus, bag:i Pcjabat Negara/mant.an Pcjabat 

Negara paling lama l (satu) bulan tcrhitung sejak tanggaJ bcrlakunya surat 
pereerujuan pcnjualan. 

(7) Selama kendaraan pcrorangan dinas yang dijual bclum dilunasi, kendaraan 
perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang milik daerah dan tidak 
dapat dipindahtangankan. 

(8) Sctelah harga jual kendaraan dinns pcrorangan dilunasi, baru dapat dilakukan 

pclepasan hak kcndaraan dinas tersebut kcpada pcmbcli dan menghnpusnya 
dari inventaris ho.rang milik daerah. 

(9) Mereka yang tida.k memenuhi kewnjiban sesuai dengan waktu l 
pc unasan yang 

te1ah ditentukan, dicabut haknya untuk bet· k daraan mern i en dan kendaran 
tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah. 
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a. apabila barang milik daerah berupa tanah d I 
an atau bangunan sudah · eesuai dengan tata ruang wilayah ata tidak u penataan kota; 

ayat {l) diternpuh apabila 

tanah dan/atau bangunan 

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimbangan: 

a. untuk memenuhi kebutuhan operasionaJ penyelenggaraan pemerintahan; 
b. untuk optimalisasi barang milik dacrah; dan 
c, ddak tersedia dana dalam APBD. 

(2) Tukar menukar sebagairnana dima.ksud pada 
pemerintah dacrah tidak dapat menyediakan 
pengganti. 

(3) Selain pertimbangan scbagaimana dimak d d 
su pa a ayat (1) tuk.ar ukar dapat dilakukan: • men 

Pnsal 96 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tat.a cara pcnjualan barang milik daerah diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Keempal 

Tukar Menukar 

Pnsal 97 

Pasal 95 
(1) Penjualan Barang Milik Oaerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 86 

dilakukan dengan tata cara: 
a. Pengguna melalui Pengelola mengajukan usul Penjualan selain tanah 

dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pcrtimbangan aspek teknis, 

ekonomis, dan yuridis; 

b. Bupati meneliti dan mengkaji pcrtimbangan pcrlunya Penjualan selain 

tanah dan/atau bangunan dari aspck teknis, ekonomis, dan yuridts; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah 
selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas 
kcwenangannya;dan 

d. untuk Penjualan yang memerlukan pcrsetujuan DPRD, Bupati mengajukan 

usu! pcnjualan disertai dengan pcrtimbangan atas usulan tersebut, 
(2) Hasil Penjualan wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah 

sebagai pcnerimaan Daerah. 

I 

I 

Pasal 94 

Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat pcrsetujuan Bupati. 



Pengclola Barang. 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Pcnetapan barang milik daerah bcrupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
dipertukarkan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh 
Bupati sesuai batas keweoangannya. 

(3) Tukar menukar scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak 
sanakan oleh 

Pasal 98 
(1) Tokar menukar barang milik daerah dapat berupa: 
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b. guna mcnyatuknn barang milik daerah yang lokasinya terpencar; 
c. dalam rangka pelaksanaan rcncana strategis pcmerintah pusat/pcmerintah 

daerah; 
d. guna mendapatkan/mcmberikan akscs jalan, apabila objek tukar rnenukar 

adalah barang milik daerah berupa tanah dan/at.au bangunan; dan/at.au 
e. tclah kctinggalan tcknologi sesuai kcbutuhan, kondisi, atau ketentuan 

peraturan pcrundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah 
barang milik dacrah selain tanah dan/atau bangunan. 

(4) Tukar mcnukar ba.rang milik daerah dapat dilakukan dcngan pihak: 
a. Pemcrintah Pusat; 
b. Pemcrintah Oaerah lainnya; 
c. Badan Usaha Milik Negara/Oacrah atau badan hukwn milik pemerintah 

lainnya yang dimiliki ncgara; 
d. Pemerintah Desa; atau 
e, Swasta; 

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah pihak swasta, 

baik yang bcrbentuk badan hukurn maupun pcrorangan. 
(6) Tukar menukar dilaksanakan sctclah dilakukan Jcajian berdasarkan: 

a. aspek teknis, antara lain: 
I. kcbutuhan Pcngclola Barang /Pcngguna Barang; dan 
2. spesifikasi barang yang dibutuhkan; 

b. aspek ckonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik daerah yang 
dilepas dan nilai barang pcngganti; 

c. aspek yuridis, antara lain: 
l. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan 
2. bulcti kepcmilikan. 
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Pasal 99 

(1) Tokar menukar scbagaimana dimaksud daJrun Pasal 98 ayat (1) huruf a dan 

huruf b dilaksanakan dengan tata cam: 
a. pcngguna baning melalui pcngelola barang mengajukan usu! tukar menukar 

berupa tanah dan/atou bangunan kepada Bupati discrtai pcrtimbangan dan 

kelengkapan data; 
b. Bupati mencliti dan mengkaji pcrtimbangan pcrlunya tukar menukar 

barupa tanah dan / atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan 

yuridis; 
c, apabila memenuhi syarat sceuai dengan ketentuan peraturan pcrundang 

undangan Bupati dapat menyetujui dan menctapkan barang milik daerah 

berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan dipcrtukarkan; 

d. proses perserujuan tukar mcnukar barang milik daerah berupa tanah dan/ 

atau bangunan dilaksanakan dengan berpcdoman pada kctentuan 

scbagaimana dimaksud dalam pasal 79; 
e. pcngelola Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada 

persetujuan Bupati; dan 
f. pelaksanaan serah terirna barang yang dilcpas dan barang pcngganti harus 

dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

(2) Tokar mcnukar baning milik daerah scbagaimana dimaksud dalam pasa1 98 

ayat (1) huru! c dilaksanakan dengan tata cam: 

a. pcngguna Barang mengajukan usu! tukar menukar barang milik daerah 

selain tanah dan I atau bangunan kepada Pcngelola Barang disertai 

pertimbangan, kclengkapan data dan hasil pcngkajian tim intern Pe.rangkat 
Daerah Pcngguna Barang; 

b. pcngelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek 
teknis, ekonomis, yuridis; 

c. apabila memenuhi synrat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan, Pcngelola Barang dapat menyetujui usu! tukar menukar barang 

mWk daerah sclain tanah dan / atau bangunan sesuai batas 
kewenangannya. 

d. proses persetujuan tukar menukar barang milik daerah sclain tanah 
dan/atau banguan dilaksanakan dengan bepedoman pada ketentuan 
scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 85; 

e. pengguna Barang melaksanakan tukar mcnuka.r dengan berped . ornan pada 
perserujuan Pcngclola Barang; dan 

f. pelaksanaan scrub terima barang yang dilepas dan '---- . . 
di , uwllllg pengganti harus 

ituangka» dalam benl.4 acera serah tcrima barang. 
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Pasal 102 
(1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah: 

a. lembaga sosial, lcmbaga budaya, lembaga keagamaan, Jembaga 

kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bcrsifat non komersi.al 

berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau 

pemyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang 
bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; 

b. pcmerintah pusat; 

c, pemcrintah daerah lainnya; 

d. pemerintah desa; 

Pasal 101 

(1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi pcrsyaratan: 

a. bukan merupakan barang rahasia negara; 

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau 

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Segala biaya yang timbul daJam proses pelaksanaan hibah ditanggung 

sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. 
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Pasal 100 

(1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pert.imbangan untuk 

kepentingan: 

a. sosial; 

b. budaya; 
c. keagamaan; 

d. kemanusiaan; 

e. pendidikan yang bcrsifat non komersial; 

C. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah. 

(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pcmerintah 

daerah dengan masyarakat/lembaga intemasional, dan pclaksanaan kcgiatan 

yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pcmerintah pusat atau 
pcmerintah daerah. 

Bagian Kelima 

Hibah 
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Pasal 104 

Hibah barang milik dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) 
dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengguna Ba.rang melalui Pengelola Barang mengajukan usuJ hibah baran 
milik daerah kcpada Bupati discrtai dengan pertimban d g gan an kelengkapan 
data; 

b. Bupati mcneliti dan mcngkaji usu! hibah bara ilik . ng m daerah bcrdasarkan 
pertimbangan dan syarat scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 
PasaJ 101 ayat (J); lOO ayat (1) dan 

(l) Hibah dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. 

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/at.au bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hwufc mcliputi: 
a. barang milik daerah selain t.anah dan/atau bangunan yang dari awal 

pengadaaonya untuk dihibahkan; dan 
b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal 

apabila dihibahkan. 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Pengelola 
Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Pasal 103 

e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan laiteria 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) scsuai ketentuan pernturan 

pe.rundang-undangan; atau 

f. pihak lain scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d dilakukan dalam haJ: 
a. Barang milik daerah berskala lokaJ yang ada di desa dapat dihibahkan 

kepemilikannya kepada desa; 
b. Barang m.ilik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota dikcmbalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan 
untuk fasilitas umum. 



(1) Penyertaan modal Pemerintah Dacrah atas barang milik daerah dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Supati; 
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Sarang; atau 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

Pasal 106 

Pasal 105 

(1) Penyertaan modal Pemcrintah Dacrah atas barang milik daerah dilakukan 
dalam rangka pcndirian, pcngembangan dan pcningkatan kincrja Sadan 
Usaha Mllik Ncgara/Dacrah atau bodan hukum lainnya yang dirniliki Negara 
sesual dengan ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 

(2) Penyertaan modal daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan pcrtimbangan: 
a. Barang milik dacrah yang dari awal pcngadaannya scsuai dokumen 

pcnganggaran diperuntukkan bagi Sadan Usaha Milik Ncgarn/Dacrah atau 
badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dawn rangka pcnugasan 
Pemerintah; atau 

b. Barang milik dacrah Jcbih optimal apabila dikclola olch Badan Usaha Milik 
Ncgara/Dacrah atau badan huku.m lainnya yang dimiliki ncgara, baik yang 
sudah ada maupun yang akan dibcntuk. 

(3) Penyertaan modal Pcmerintah Dacrah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(4) Barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tclah 
disertakan dalarn penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Sadan Usaha 
Milik Ncgara/Oacrah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi 
kckayaan yang diplsahkan mengikuti kctentuan pcraturan perundang· 
undangan. 

Bagian Kecnam 
Penycrtaan Modal Pemerintah Daerah 
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c. Apabila memenuhi syo.rat sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang 

undangan Bupati dapat menyetujui dan / atau menetapknn barang milik 

daerah yang akan dihibahkan; 

d. Proses pcrsetujuan hibah dilaksanakan dengan bcrpcdoman pada kctentuan 

dalam Pasal 79; 
e. Pengelola Barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan 

Bupati; dan 
(. Pelaksanaan serah tcrima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam 

berita acara serah terima barang. 
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(2) Penetapan barang milik daerah bcrupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
diserta.kan scbagai modal Pcmcrintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hurufa dilakukan oleh Bupati. 
(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagairnana 

dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengclola Barang setelah 
mendapat persctujuan Bupati. 

Pasal 107 
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang miliJc daerah sebagaimana 

dimaksud dalaJn Pasal 106 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan 
tata cara: 
a. Pengguna Barang rnelalui Pengelola Barang mengajukan usu! Penyertaan 

Modal Pemerintah Daerah ntas barang milik daerah berupa tanah dan/acau 
bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan 
data; 

b. Bupati meneliti dan mengkaji usu! penyertaan modal Pemerintah Daerah 
yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarlcan pertimbangan dan syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105; 

c. Apabila mernenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetaplcan ha.rang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai 
modal Pemerintah Daerah; 

d. Proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan 
dengan berpedoman pada ketentu.an dalam Pasal 79 dan Pasal 85; 

e, Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah 
dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; 

f. Pengelola Barang menyiaplcan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Pemerinl.ah Daerah dengan mclibatkan instansi terkait; 

g. Pengelola Barang mcnyampailcan Rancangan Pcraturan Daerah kcpada 
DPRD untuk ditctapkan; dan 

h. Pengelola Barang melakukan scrah terima barang kepada Badan Usaba 
MiJik Negara I Dacrah atau badan hukum lainnya yang dimilild negara yang 
dituangkan dalam bcrita acara serah terima barang setelah Peraturan 
Daerah ditetapkan. 

(2) Pcnyertaan modal Pemerintab Daerah atas baning miliJc dacrah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c dilaksanaJcan d cngan tata cara: 



Pasal 110 
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: 

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan 
' dnn/atau tidak dapat 

dipindahtangankan; atau 

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan pera 
tumn perundang-undangan/ 
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Pasal 109 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam pelaksanaan pemindahtangnnnn 

barang milik daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 
108 d.iaturdengan Peraturan Bupati. 

Pasal 108 

Berdasarkan Serita Acaro Serah Terima Pengguna Barang mengajukan usulan 

penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal 
Pemerintah Daerah. 

BABXJV 
PEMUSNAHAN 

a. Pengguna Barang mengajukan usul penyertnnn modnl Pemerintah Dnerah 

selain tanah dan / atau bangunan kepada Pengclola Barang disertai 

pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intcm Perangkat 

Daerah Pcngguna Barang. 
b. Pengelola Barang mcneliti dan mengkaji usul penycrtnan modal 

Pemerintahan Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan 

pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 105; 

c. Apabila mcmcnuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul penyertaan modal 

Pcmcrintah Daemh selain tannh dan / atau bangunan yang diajuknn oleh 

Pengguna Barnng sesuni batas kewenangannya; 

d. Pengelola Barang menyinpkan Rancangan Peraturan Daernh tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait; 

e. Pengelola Barang menynmpaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada 

DPRD untuk ditetapkan; dan 

(. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kcpada Badan Usaha 

Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara yang 

dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan 

Daerah ditetapkan. 
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Pua! 115 
(1) Pcnghapusan dari Daftar Barang Pcngguna dWJ/atau Daltar Baran 

Penom,n.. ba · . g Kuasa 
--- se gaunana dirnaksud daiam Pasal 114 huruj' a, dilakukan 

hal barang mili1c dacrah sudah tidak berada d-•-- dalam 
........, pengiJasaan Pen Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. gguna 

b. pcnghapusan dari Oaftar Barang Pcngclola; dan 
c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Oaerab. 

U1 
Pcngguna; 

Pasal 114 
Pcnghapusan barang mililc daerah mcliputi: 

a. penghapusan dari Daftar Barang Pcngguna dan/atau Dalt:ar Barang Kuasa 

IC 

e 
.l 

Pasal 113 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan barang milik 
dacrah scbagaimana dimaksud daJam Pasal 110 sampa.i dcngan Pasal 112 diatur 
dengan Pcratumn Bupati . 

r 

Pasal 112 

Pemusnahan dilakukan dengan cara: 

a. dibakar; 
b. dibancurkan; 

c, ditimbun; 

d. ditenggelamkan; atau 

e. earn lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XV 
PENGHAPUSAN 

ll 

Pasal 111 

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Bara.ng setelah mendapat 

persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

(2) Pcmusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati, unruk barang milik daerah pada Pengclola Barang. 

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da.n ayat (2) 

dituangkan dalam berita acara dan dilaporlcan kepada Bupati. 
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Pnsal l 17 

(JJ Penghepusan sebagnimano dimaksud daJrun Pasal 116 ayat ()) untuk barang 
milik daerah pado Pcngguna Barong dilakukan dengnn menerbitkan 
keputusan pcnghapusan olch Pengelola Barang serelah mendapat persetujuan 
Bupati. 

(2j Penghapusan sebagnlmana dimaksud dnJ.am Pasal l 16 ayat (1) untuk barang 
milik doerah pado Pengelola BP.rang dilakukan dengan menerbitkan keputusan 
penghapusan olch Bupnti. 

Pasal 116 

Barang m.ilik d3cr.ih sudah tidak bcmda dalrun penguasaan Pcngeloln Bamng, 

Pengguna B;uung d3n/ntau Kunsn Pe~na Bnmng disebobkan karena: 

a. penyerah.an barang milik dnemh; 
b. pengalihan status penggunaan barang milik daemh; 
c. pcmindohcanganan ams barang milik; 
d. putusan pcngadilrul yang telah berkekuatan hukum tet.np dan sudah tidak 

ada upaya hukum 14.innyn; 
e. menjalankan ketentuan perotumn perundnng-undangan; 
f. pcmusnahan; atau 
g. sebab lain. 

(21 Sebab lain sebagairnana dimnksud pada nynt (1) hu.n.af g mcrupakan sebab 
sebab yang secam normnJ dipertimbnngkan wajnr menjndi penyebab 
penghapusa.n, seperti, hilnng karena keeurian, terbakar, susut, menguap, 
mencair, kad.aluwarsa, mati, dan sebagai a.kibat dnri keadaan kahnr (force 

majeure). 

:i re::g~i.:s:i=. c.:i:'i Da.'b: 6..~ ~ll,.l;'t"lo!.l st'b..~im:lnn dimnksud dnlnm 

~ l l.! !::.:=-..:.: t-. c"3ku..lc\n c.'\Ll.'11 h!ll barang milik daernh sudah tidnk 

!:=id.a c.:i.la.:::: ~s.un ~~?Na ~- 
131 ~pu..~ c..i.-i Oa..'br 6.."lm~ Milik D.l erah S('b..,p.im:tna dimnksud dnlam 

P:lS3l l l-' bunu c c:W..u-ukan dalam h.'ll lC'rj:tdi penghnpusan aebagnimnnn 

ci.=ikst..-c ~ ~-at ( 1) dan aya1 {2) disebabkan karenn: 

a, ~oh~ ams barang milik dncmh; 

b. purusan ~c.i!an yang tcl.'\h berkd .. ruatan hukum tetap dan sudah udnk 
:16 tq:"aJ-:t bul-um binnyn: 

e, mcnj:ilank:l.n krccnnun undang-undang; 
d. pemusnahan; atau 
e. sebab 13.in. 
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Pasal 119 
(1) Pcngelola Barang harus melakuJcan penda!t.aran dan pencatatan barang mllik 

daerah yang berada di bawah penguasaannya kc dalam Daftar Barang 
Pengclola mcnurut pcnggolongan dan kodcfikasi ba.rang. 

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pcngguna Bamng harus mclakukan pendllftaran dan 

pencatatan barang milik dacrah yang status penggunaannya bcrada pada 
Pcngguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke da1am Daftar Barang 
Pcngguna/Daftar Barang Kuasa Pcngguna rnenurut penggolongan dan 
kodefikasi barang. 

Bagian Kesatu 
Pembukuan 

BAB XVI 

PENATAUSAHAAN 

Pasal 118 
(I) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daeroh sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 114 huruf c dilakukan dalam hal barang milik daerah tersebut sudah 
beralih kepemilikannya, terjacli Pemusnahan, at.au karena sebab Jain. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: 

a. Bcrdasarkan keputusan dan/atau lapomn Pcnghapusan dari Pengguna 
Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; 

b. Berdasarkan Keputusan Bupati untuk Barang Millie Daerah yang berada 
pada Pengelola Barang. 

•• 

(3) Dikccualikan dari ketentuan mendapat persctujuan penghapusan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah yang 
dihapuskan karcna: 
a. pengalihan stalus penggunaan; 
b, pemindahtanganan; atau 
c. pemusnahan. 

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan bamng milik daerah 
berupa barang persediaan kcpada Pcngclola Barang untuk Da!t.ar Barang 
Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. 

(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah scbagaimano. dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati. 

• 64- 



PasaJ 123 
Pengelola barang melakukan inventarisasi baran · · g rnilik daerah berupa tanah 
dan/at.au bangunan yang berada dalam . penguasaannya palin sediki 
dalam S (lima) tahun. g t 1 (satu) kali 

Pasal 122 
Barang milik negara yang dipergunakan Pemerintah Oaerah dicatat oleh pengguna 
barang daJam buku inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola barang. 

Pasal 121 
(I) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang rnillk daerah paling sedikit 

l (satu) .kali dalam S (lima) tahun. 
(2) Dalam hal barang mililc daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh 
Pengguna Barang setiap tahun. 

(3) Pengguna Barang menyarnpaikan laporan basil Jnventarisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kcpada Pengelola Barang paling Jama 3 
(tiga) bulan setelah selesainya Jnventarisasi. 

Bagian Kedua 
lnventarisasi 
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Pasal 120 
(1) Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa 

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2). 
(2) Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan 

himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut 

penggolongan dan kodelikasl barang. 
(3) Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain. 

(3) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dimuat dalam kartu inventaris barang A, kartu inventaris barang B, kartU 

inventaris barang C, kartu inventaris barang D, kartu invent.aris barang Edan 

kartu inventaris barang F. 



I -66- 

Pasal 127 
BupatJ rnelakukan pembinaan pengelolaan baran millk d .. g aerah dan mcnetapkan 
kebijakan pengelolaan ha.rang milik dacrah. 

Bagian Kcsatu 
Pcmbinaan 

BABXVIJ 

PEMBINMN, PENOAWASAN DAN PENGENDAUAN 

I 
·I 
I 
I 
I 

Passi 126 

(!) Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik 
daerah secara alrurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, 

Pasal 120, Pasal 124, Pasal 125, mempergunakan aplikasi Sistcm Jnformasi 
Manajemen Barang Milik Daerah {SIMDA BMD). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pcmbukuan, 
inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 119 sampa.i dengan Pasal 125 diatur dengan Pcraturan Bupati. 

! 
I 
I 

PasaJ 125 
(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola sernesteran dan 

laporan barang Pcngelola tahunan. 
(2) Pcngelola Barang harus menghimpun laporan barang Pcngguna semcsteran 

dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
124 ayat (2) serta laporan barang Pcngelola scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagai ba.han penyusunan laporan barang milik daerah. 

(3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun ncraca pemerintah daerah. 

PasaJ 124 

(1) Kuasa Pengguna Barang harus mcnyusun laporan barang Kuasa Pengguna 
Semestcran dan laporan baning Kuasa Pengguna Tahunan untuk dlsampaikan 
kepada Pcngguna Barang. 

(2) Pcngguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran 
dan Tahunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pcnyusunan 
laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan. 

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun ncmca Pcrangkat Daerah untuk disampaikan 
kepada Pengelola barang. 

Bagian Kctiga 
Pclaporan 
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Pasal 130 

(1) Pengelola Barang melakukan pcmantauan dan invcstigasi at.as pclaksanaan 
penggunaan, pemanfaatan, dan pcmindahtanganan barang milik dacrah, 
dalam rangka pcnertiban pcnggunaan, pernanfaatan, dan pcmindahtanganan 
ba.rang milik daerah sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang 
undangan. 

(2) Pcmantauan dan investigasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditindaklanjuti olch Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan 
intern pcmerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pcnggunaan, 
pemanfaat.an, dan pemindahtanganan barang millk daerah, 

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kcpada 
Pengelola Barang untuk ditindaJcJanjuti sesuai dcngan kctentuan pcraturan 
pcrundang-undangan. 

Pasa1129 
(1) Pcngguna Barang mclakukan pcmantauan dan pcncrtiban terhadap 

pcnggunaan, pemanfaatan, pcmindahtanganan, penatausahaan, 
pcmcliharaan, dan pcngarnanan barang milik dacrah yang bcrada di dalam 
penguasaannya. 

(2) Pclaksanaan pcmantauan dan pcncrtiban scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk Unit Kcrja Perangkat Dacrah dilaksanakan olcb Kuasa Pcngguna 
Barang. 

(3) Pcngguna Barang dan Kuasa Pcngguna Barang dapat mcminta aparat 
pengawasan intern pcmerintah untuk melakukan audit tindak lanjut 
hasil pemantauan dan penertiban scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2). 

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pcngguna Barang mcnindaklanjuti hasiJ audit 
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dcngan kctcntuan pcraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 128 

Pcgawasan dan pcngcndalian pcngclolaan barang milik dacrah dilakukan olch: 
a. Pcngguna Barang mclalui pcmantauan dan pcncrtiban; dan/atau 
b. Pcngclola Barang mclalui pcmantauan dan invcstigasi. 

Bagian Kedua 

Pcngawasa.n dan Pengendalian 
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Pasal 134 

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum 

atas pengelolaan barang milik daerah disclesaikan melalui tuntutan ganti rugi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XX 
GANTI RUOI DAN SANKS! 

Pasal 133 
(1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rwnah negara. 
(2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kc dalam 3 (tiga) 

golongan, yairu: 
a. rumah negara golongan I; 
b. rumah negara golongan U; dan 
c. rumah negara golongan 111. 

(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
didasarkan pads pemohonan penetapan status penggunaan yang diajukan 
oleh Pengguna Barang. 

(4) Pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara dilaksanakan oleh 
Bupati dengan memperhatikan ketenruan peraturan perundang - undangan 
mengenai rumah negara. 

(5) Kete~tuan lebih lanjut mengenai tat.a cara pelaksanaan penggunaan, 
pemindahtangan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian atas barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133 diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIX 
BARANG MILIK DAERAH 

BERUPA RUMAH NEGARA 

Pasal 132 
Rumah negara mcrupnkan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai 
ternpat Unggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan 
tugas pejabal dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan. 

Pasal 131 
(1) Barang milik daemh yang digunnkan oleh Badan Layanan Umum Daerah 

merupakan kekayann daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan 
kegiat.an Badan Layanan Umum Daerah yang bersnngkutan. 

(2) Pengclolaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayal (l} 
mcmpedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
pengclolaan Baru.ng Milik Daerah, kccuali terhadap bamng yang dikelola 
dan/atau dimanfaatkan scpenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan 
pelayanan umum sesuai dcngan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum 
Dacrah mempcdomani ketentuan perundang-undangan mengenlli Badan 
Layanan Umum Daerah. 

BAB XVlll 
PENGELOLAAN BARANG MIUK DAERAH PADA SKPD 

YANG MENGGUNAKAN POl.A PENGELOLAAN KEUANOAN 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 



PasaJ 137 

BAB XXIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 136 

Pada saat Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku: 
a. scluruh kegiatan Peccncanaan Kebutuhan dan pcnganggaran, pcngadaan, 

pcnggunaan, pcmanfaatan, pcngamanan dan perneliharaan, pcnilaian, 
pcnghapusan, pcmindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, 
pcngawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan 
pcrsetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwcnang, dinyata.kan tetap 
berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
pcraturan pcrundang-undangan sebelurn Peraturan Daerah ini bcrlaku; 

b. scluruh kcgiatan Pcrcncanaan Kebutuhan dan pcnganggaran, pcngadaan, 
pcnggunaan, pcmanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pcnilaian, 
pcnghapusan, pcmindahtanganan, penatausahaan, dan pcmbinaan, 
pengawasan dan pcngendal.ian Barang Milik Daerah yang belum mendapat 
pcrsetujuan dan/atau pcnetapan dari pejabat berwenang, proses 
pcnyelesaiannya dilaksanakan bcrdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini. 

BAB XXII 
KE'l'ENTUAN PERALIHAN 
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Pada saat Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku Peraturan D rah N • ae omor 4 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah (Le b m aran Dacrah Kabupatcn 
Ende Tahun 2008 Nomor I Seri E Nomor 1 T bah • am an Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Ende Nomor 1) sebagaimana lelah d. bah 

ru dengan Peraturan 07 

Pasa1135 
(1) Dalam hal terjadi sengketa terhadap pcngelolaan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r dilakukan pcnyelesaian tcrlebih 
dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat. 

(2) Apabila pcnyelesaian sengkcta barang milli< dacrah sebagaimana climaksud 
pada ayat (1) tidak tercapai dapat clilakukan melalui upaya hukum sesuai 
kctcntuan peraturan pcrundang - undangan. 

BABXXI 
SENGKETA BARANG MILIK DAERAH 

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kcrugian daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kctcntuan pcraturan 

perundang-undangan. 
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Pcngcfoloon Domng Mllik Docrnh 11cbop)llmnn11 telah dluf>nh dcngan Pcroluron 
Doemh Nomor 3 Tohun 2014 1cnl11nP, Perubnhnn l\lon Pemtumn Docroh Nomor 4 
Tohun 2008 tcntnnP, PcnP,clolnnn Onronn Mllik Dncroh dlnyntnksm mnnlh tetap 
bcrloku ocponjong Udok licrron111nr~n ntnu be/um dip;,ntJ dcngon pcmturnn yong 
baru berdasarknn Pcrotumn Docmh lni. 

Pflnr,/ 13H 

Knbupntcn i'~ndc Nomor :l '1'11hun 2014 1c1111111u l'cr111J1,l111n 1\11111 Pcmlumn D11r.r11h 

Nomor 4 Tnhun 2008 lc11111nu Pcn,tdol111in IJMttnP. Mlllk IJ11cmh ff~mhornn 

Daernh Kt1bup11tcn Ende T11h11n 2014 Nomor :l, ·rmnf)t.1/Jrm l,1;mhnr1m D11crnh 

K11hup11tcn Ende Nomor 3), dlc111Jul dun dlny11111kr111 tld11k bcrl11ku. 
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dan benar akan mcnjadi input yang berkualitas bagi pcnyusunan laporan 

keuangan pcmcrintah daerah. Demikian juga dengan langkah optimalisasi 

barang milik daerah melalui mekanisme pemanfaatannya a.lean berdampak 

pada peningkatan kemampuan keuangan daerah. Bcberapa bagian lainnya 

dalam siklus pengclolaan barang milik daerah ya.knJ pcrcncanaan yang 

berkualitas, pcnggunaan yang optimal dan sesuai pcruntukan, pengamaoan 

dan pemeliharaan yang baik, penghapusan dan pcmusnahan barang rusak 

berat untuk mcminimalisir biaya pemelihaman, juga akan berdampak pada 

efisiensi dan efektifnya pcngelolaan keuangan daerah. Singkatnya 

pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian yang cukup pcoting 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan rcgulasi yang terjadi dimana 
Peratumn Pcmcrintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengclolaan Barang Milik 

Negara/Daera.h dan Pernturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Barang Milik Daerall tclah di 
di · cabut dan 

igantJ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tnhun 2014 

I. UMUM 
Barang milik daerah adalah scmua kekayaan daera.h baik yang dibeli atau 

dipcrolch atas beban anggaran pcndapatan dan belanja dacrah maupun 

berasnl dari pcrolchan lain yang sah bailc yang bergerak maupun yang tida.k 

bergerak bescrta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu 

yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan 

tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Barang 

milik dacrah sebagai salah satu unsur pcnting dalam rangka 

pcnyclcnggaraan pcmcrintahan dan pelayanan masyara.kat harus dikclola 

dcngan baik dan benar. Dalam rangka menjamin tcrlaksananya tertib 

administrasi dan pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya 

kesamaan pcrsepsi dan langkab secara integral dan mcnyeluruh dari unsur 

unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan 

ba.rang milik dacra.h mcnjadi bagian yang tida.k terpisahkan dari pcngelolaan 

kcuangan daera.h. Baile burulcnya pengelolaan barang milik daerah a.lean 

berpengaruh terhadap tingkat kualitas pcngclolaan keuangan dacrah secara 
kescluruhan. Pelaksanaan pcnatausahaan barang milik daera.h secara baik 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENT ANO 

PEDOMAN PENOELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
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pcnyelcnggaraan pengelolaan barang milik daerah harus 
transparan terhadap hale masyara.kat dalam memperoleh 
infonnasi yang benar. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas elisiensi, yrutu pcngctoloan barang 
milik daerah diruuhkan agar barang milik dacrah dlgunakan 

sesuai batasan - batasan standar kebutuhan yang diperlukan 
dalam rangka menunjang pcnyelenggaraan tugns pokok d 
~ . an ungs. pemerintahan sccara optimal. 

yaitu transparansi, asas dengan 

Pasal I 
CukupJclas 

Posa! 2 
CukupJclas 

Pasal 3 
CukupJclas 

Pasal 4 

CukupJelas 
Pasal 4 

Hurufa 
Yang dimaksud dcngan asas fungsional, yaitu pengarnbilan 
keputusan dan pemecahan rnasalah dibidang pcngclolaan 
barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa Pcngguna 
Bamng, Pengguna Sarong, Pcngclola Barang dan Kepala Daerah 
sesuai fungsi, wcwcnang dan tanggungjawab musing- masing. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, yaitu 
pengelolaan barang milik dacrah harus dllaksanakan 
bcrdasarkan hukum don peraturan perundang - undangan 

Hurufc 
Yang dimaksud 

II. PASAL DEMI PASAL 

p t Mcnlcri Dolom 
Pengelolaan Barnng Milik Ncgnra/Dacroh don cro uron . 

N 
. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pcdoman Pcngelolaon Borong Millk 

egcn umokon 
iibkan Pemerintnh Kabupnten Ende untuk menyemp Dacrah, rnewajt 

Peroturon Doernh tentong Pcngclolann Bornng Milik Oacroh. 
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Pasal 8 

CukupJelas 
PasaJ 9 

CukupJelas 

Pasal 5 
CukupJclas 

Pasal 6 
CukupJelas 

Pasal 7 

Ayat (1) CukupJelas 
Ayat(2) 

Huruf a 
Termasuk dalam ketentuan ini meliputi hibah/ sumbangan atau 
yang sejenis dari Negnra/Lcmbaga lntcmasional dalam rangka 
pcna.nga.nan bencana 

Huruf b 

Tcnnasuk dalam kclcntuan ini a.ntara lain bara.ng yang 
dipcrolch dari kontrak ka.tya, kontrak bagj hasil, kontrak kerja 
sama dan perjanjian dengan negara lain/lcmbaga intemasional 
scrta kerjasama Pemerint.ah dengan badan usaha pcnyediaan 
infrasrtuktur. 

Huru! c 

Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang milik dacrah 
yang diperoleh dari aset asing/cina, benda berharga asal 
muatan kapal yang tenggclam, barang rampasan dan ha.rang 
tegllhan kepabeanan. 

Huruf d 

CukupJclas 

Hurufc 

Yang dimaksud asas akuntabilitas, yaitu setiap kcgiatan 
pcngclolaan barang milik daerah harus dapat 
dipcrtanggungjawabkan kcpada rakyat. 

Huruff 

Yang dimaksud dcngan asas kepastian nilai, yaitu pcngclolaan 
barang milik dacrah harus didukung oleb adanya ketepatan 
jurnlah dan ni1ai barang dalam rangka optimalisasi 
pcmanfaatan dan pcmindaht.anganan barang milik daerah scrta 
pcnyusunan neraca Pemcrintah Daerah. 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Culrup Jelas 
Ayat (4) 

Culrup Jelas 
Posa! 13 

Ayal(l) 

CukupJelas 
Ayat (2) 

Culrup Jelas 
Ayot (3) 

Hurufa 

Stanclar baran g merupakan spesiflkasi baran . 
sebagai acuan pe hi g yang d1tetapkan 

r 1tung11n pengadaa.n baran 
dalam pcrencanaan kebutuh g milik daerah an. 

Yang dlmaksud dengan •ketersediaan barang milik daerah yang 

ada" adalah barang mllik daerah baik yang ada di Pengelola 
Ba.rang rnaupun Pcngguna Ba.rang. 

Ayat (2) 

CukupJelas 
Ayat (3) 

CukupJelas 
Pasal 11 

Cukup Jelas 
PasaJ 12 

Ayat (I) 

Bupati sebagai pemcgang kckuo.saan barang daerah merupakan 
pejabat tertinggi pemerintah dacrah yang mempunyai wewenang 
untuk mengambil tindllkan yang mcngaldbatkan adanya 
penerimaan dan pengcluaran barang daerah dan sebagai 
pemcgang kckuasaan barang daerab adalah pemegang 
kekuasaan tunggaJ yang berwenang mcnguji, me.ngendalikan 
dan bertanggung jawab dalam pelaksa.naan pengelolaan barang 
daerah. 

Pasal 10 

Ayat (I) 
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Ayat (4) 

CukupJclas 
Ayin(S) 

CukupJclas 
Ayat (6) 

CukupJclas 
Ayat (7) 

CukupJclas 
Pasal 14 

CukupJelas 
Pasal 15 

CukupJclas 
Pasal 16 

CukupJclas 
Pasal 17 

CukupJelas 
Paso.I 18 

Culrup Jc las 
Pasal 19 

CukupJelas 
Pasal 20 

Cu.kup Jclas 
Pasal 21 

CukupJclas 
PasnJ 22 

CukupJclas 
Pasal 23 

CukupJclas 
PasnJ 24 

CukupJelas 

:, 

Hurufb 

Standar kebutuhan mcrupakan satuan jumlah barang yang 

dibutuhkan sebagai acuan perhutungan pengadaan dan 

penggunaan barang milik daerah dalam percncanaan 
kcbutuhan barong miliJc dacrah pada SKPO. 

Hurufc 
Standar harga mcrupakan besaran harga yang ditetapkan 
scbagai acuan pcngadaan ba.rang milik daerah dalam 

percncanaan kcbutuhan. 
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Pasal 25 

CukupJelas 

Pasal 26 
CukupJelas 

Pasal 27 
Culrup Jelas 

Pasal 28 
CukupJelas 

Pasal 29 
Culrup Jelas 

Pasal 30 
CukupJelas 

Pasal 31 
CukupJelas 

Pasal 32 
Culrup Jelas 

Pasal 33 
CUlrup Jelas 

Pasal 34 
CukupJelas 

Pasal 35 
CukupJelas 

Pasal 36 
CukupJelas 

Pasal 37 

CukupJelas 

Pasal 38 
Culrup Jelas 

Pasal 39 
Cukup Jelas 

Pasal 40 
Culrup Jelas 

Pasal 41 

Cukup Jelas 
Pasal 42 

Cukup Jelas 
Pasal 43 

CukupJclas 
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Pasnl 44 

CukupJelas 

Pasal 45 
CukupJelas 

Pasal 46 
CukupJelas 

Pasal 47 
CukupJelas 

Pasal 48 
CukupJelas 

Pasal 49 
Cukup Jclas 

Pasal 50 
CukupJelas 

Pasal 51 
CukupJclas 

Pasal 52 
CukupJelas 

Pasal 53 
CukupJclas 

Pasal 54 
CukupJclas 

Pasa.1 55 
CukupJelas 

Pasal 56 
CukupJelas 

Pasal 57 
CukupJelas 

Pasa158 
CukupJclas 

Pasal 59 
CukupJclas 

Pasal 60 

CukupJclas 

Pasal 61 

CukupJelas 

Pasa162 

CukupJclas 
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Pasal 63 
CukupJclas 

Pasal 64 
CukupJclas 

Pasal 65 
CukupJelas 

Pasal 66 
CukupJclas 

Pasal 67 
CukupJclas 

Pasal 68 
CukupJclas 

Pasal 69 
CukupJclas 

Pasal 70 
CukupJclas 

Pasal 71 
CukupJclas 

Pasal 72 
CukupJclas 

Pasal 73 
CukupJclas 

Pasal 74 
CukupJclas 

Pasal 75 
CukupJclas 

Pasal 76 
CukupJclas 

Pasal 77 
CukupJelas 

Pasal 78 
CukupJclas 

Pasal 79 
CukupJclas 

Pasal 80 
CukupJelas 

Pasal 81 

CukupJclas 
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CukupJelas 
Pasal 83 

CukupJelas 
Pasal 84 

CukupJelas 
Pasal 85 

CukupJelas 
Pasal86 

CukupJelas 
Pasal 87 

CukupJelas 
Pasal 88 

CukupJelas 
Pasal 89 

I 
CukupJclas 

I Pasal 90 

I 
li 

CukupJelas 

I 
c 

Pasal 91 

I 
I 

CukupJclas 
Pasal 92 

j1 

CukupJeias u 
Pasal 93 

CukupJelas 
!IP 

Pasal 94 
311 

CukupJelas 
Pasal 95 

31) 
CukupJclas 

?ll. 
Pasal 96 

18 
Culcup Jelas 

Pasal 97 
CukupJclas --· 

Pasal 98 

CukupJclas 
Pasal 99 

CukupJelas 
Pasal 100 

CukupJelas 



Pasal 101 
CukupJelas 

Pasal 102 

Cukup Jelas 

Pasal 103 

CukupJelas 

Pasal 104 

CukupJelas 

Pasal 105 
CukupJelas 

Pasal 106 
CukupJelas 

Pasal 107 

CukupJelas 

Pasal 108 

CukupJelas 

Pasal 109 
CukupJelas 

Pasal 110 
CukupJelas 

\. Pasal 111 
h CukupJelas 
:I' Pasal 112 

CukupJelas 

"\'.\ Pasal 113 
re CukupJelas 

Pasal 114 

P' CukupJelas 
~u Pasal 115 
'ilt CukupJelas 

Pasal 116 
CukupJclas 

Pasal 117 
CukupJclas 

Pasal 118 
CukupJclas 

Pasal 119 
CukupJclas 

• 80- I 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH l<ABuPATEN ENDE NOMOR 4 

Pasal 120 
CukupJclas 

Pasal 121 
CukupJclas 

Pasal 122 
CukupJclas 

Pasal 123 
CukupJclas 

Pasal 124 
CukupJclas 

Pasal 125 
CukupJclas 

Pasal 126 
CukupJelas 

Pasal 127 
CukupJelas 

Pasal 128 
CukupJclas 

Pasal 129 
CukupJclas 

Paslll 130 
CukupJelas 

Pasal 131 
CukupJelas 

Pasal 132 
CukupJelas 

Pasal 133 
CukupJelas 

Pasal 134 
CukupJelas 

Pasal 135 
CukupJelas 

Pasal 136 
Cukup Jclas 

Pasal 137 
Cukup Jelas 

Pasal 138 
Cukup Jelas 

Pasal 139 

Cukup Jelas 

c. 


